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ABSTRAK 

 

Nor Hidayah, NIM. 219057202020967, Program Sarjana Ilmu 
Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, 2023. Analisis Laporan 
Keuangan Untuk Menilai Kesehatan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi 
(Studi Pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022). 
Dosen Pembimbing Hj. Indriati Sumarni, S.E., M.M. 

KPRI Warga Depdikbud  adalah salah satu koperasi di Kabupaten 
Tabalong yang sudah berdiri pada tahun 1988 dan memiliki anggota sebanyak 
1.845 pertahun 2022 dengan total aset lebih dari 17M, diketahui koperasi ini 
belum melakukan penilaian kesehatan pada laporan keuangan tahun 2020-2022, 
penilaian kesehatan sangat penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan 
koperasi. Penilaian kesehatan keuangan koperasi didasari pada Perdep KUKM 
Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kesehatan 
keuangan koperasi dan faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan 
koperasi yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, 
manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri 
koperasi pada laporan keuangan tahun 2020-2022.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 
tahap; 1) Dokumentasi; 2) Observasi; 3) Wawancara. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Laporan keuangan KPRI 
Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong selama tahun 2020-2022 memperoleh 
predikat “Cukup Sehat” dengan skor 69,65 68,90 67,2 secara berurutan; (2) 
Faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan KPRI Warga Depdikbud 
Kabupaten Tabalong dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva 
produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, dan aspek kemandirian dan 
pertumbuhan. 
Kata kunci: Koperasi, Laporan Keuangan, Kesehatan Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan salah satu badan usaha penunjang ekonomi 

rakyat Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada BAB I Ketentuan Umum pasal 

1 ayat 1 yang berbunyi koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut selaras 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

pada BAB XIV Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan, dari penjelasan tersebut koperasi adalah badan usaha 

yang berasaskan kekeluargaan dalam pengoperasiannya dengan tujuan 

tidak mempersulit anggotanya sehingga tercapainya tujuan koperasi yang 

dapat mensejahterakan anggotanya. 

Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat membentuk 

kekuatan ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan 

yang lebih baik bagi anggotanya agar dapat bertahan dan bersaing 

dengan lembaga keuangan lainnya maka diperlukan peningkatan dalam
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internal dan ekternal koperasi untuk dapat terus bersaing, demi mencapai 

tujuan tersebut pengurus serta manajer dan karyawan memiliki peran 

yang penting dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan usaha harus 

dimusyawarahkan terlebih dahulu agar dalam pengambilan keputusan 

mendapat hasil yang terbaik untuk koperasi.  

Jenis-jenis koperasi di Indonesia sangat beragam, salah satunya 

adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) WARGA 

DEPDIKBUD Kabupaten Tabalong yang beralamat di jalan Kamboja Rt. X 

No. 64 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, koperasi ini di 

khususkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang jumlah 

anggotanya mencapai ribuan, sejak tahun 1988 KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong sudah aktif membantu perekonomian anggotanya 

hingga sekarang. KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong, 

merupakan badan usaha yang dimiliki oleh anggota untuk memenuhi 

kepentingan bersama di bidang ekonomi, yang dibentuk atas asas 

kekeluargaan dan tujuannya untuk mensejahterakan anggota, 

berdasarkan jenis usahanya koperasi ini bergerak di bidang simpan 

pinjam dan berdasarkan tingkatannya termasuk kedalam koperasi primer. 

Koperasi ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya 

yang mana dalam melakukan pengajuan pinjaman jika di bandingkan 

dengan badan usaha lain terbilang sangat sederhana dan tidak rumit, 

dengan proses pencairan yang cepat, kemudahan itulah yang menjadi 

salah satu kelebihan koperasi, banyak anggota koperasi yang 

mengajukan kredit dengan nominal yang lumayan besar, dengan 

pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh Dinas Pendidikan 
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bagian keuangan, untuk menilai kesehatan keuangan maka diperlukan 

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, 

laporan keuangan di laporkan setiap tahun kepada anggota pada saat 

pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dengan terus terjalinnya 

rapat anggota maka dapat dikatakan koperasi tersebut termasuk kedalam 

kategori koperasi aktif. 

Saat ini koperasi yang aktif di Tabalong masih sedikit, 

berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong sebagai berikut: 

Gambar 1. 1 Diagram Status Koperasi 

 

Sumber: Diskopukmperindag Kab. Tabalong, 2023 

 Pada gambar 1.1 diagram status koperasi yang ada di Kabupaten 

Tabalong dilihat dari total unit koperasi mengalami kenaikan jumlah, pada 

tahun 2021 tercatat sejumlah 102 unit koperasi kemudian pada tahun 

2022 tercatat sejumlah 103 unit koperasi, namun status koperasi aktif 

yang ada di Tabalong perbulan juni 2022 berjumlah total 56 unit koperasi 

angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan data pada tahun 2021 

jumlah koperasi aktif sebanyak 61 unit koperasi, jika di bandingkan jumlah 
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koperasi primer dengan kabupaten lain se-Kalimantan Selatan, Tabalong 

menduduki peringkat ke dua belas bedasarkan satuan data banua oleh 

Dinas Koperasi provinsi pada tahun 2021, dari tiga belas Kabupaten, 

Tabalong hanya unggul dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan data 

terlampir. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa koperasi 

yang ada di Tabalong masih kurang sehingga harus lebih ditingkatkan 

dan perlu perhatian lebih dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 

Jumlah koperasi di Tabalong masih rendah, ada berbagai 

kemungkinan yg mempengaruhi seperti kurangnya minat masyarakat 

untuk ikut berkoperasi dan kurangnya pengetahuan tentang 

perkoperasian, sumber daya manusia yang lemah menjadi salah satu 

faktor kemungkinan tertinggi yang menyebabkan kurangnya koperasi aktif 

yang ada di Tabalong karena penentuan aktif tidaknya koperasi dilihat 

dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun 

berturut-turut, dengan tidak teraksananya rapat anggota tahunan maka 

berkaitan dengan laporan keuangan yang kemungkinan bermasalah. 

Laporan keuangan suatu organisasi dapat dikatakan cukup baik 

dan akurat apabila laporan keuangan tersebut dapat diperbadingkan 

dalam beberapa periode tertentu, dengan perbandingan tersebut dapat 

memberikan gambaran yang cukup dalam menilai kesehatan organisasi, 

laporan keuangan koperasi adalah laporan secara sistematis keadaan 

keuangan suatu koperasi dan merupakan sumber informasi keuangan 

kepada pihak yang membutuhkan baik dipihak intern maupun ekstern. 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang berlaku di 
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Indonesia (PSAK No. 27 tahun 2007), laporan keuangan koperasi terdiri 

dari: perhitungan Hasil Usaha, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan 

Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan atas Laporan Keuangan, 

(Purnamawati, 2018). Dengan laporan keuangan tersebut dapat dilakukan 

perhitungan penilaian kesehatan keuangan koperasi berdasarkan 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam Koperasi. 

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi sangat berguna untuk 

memberikan gambaran kondisi terkini koperasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, kesehatan koperasi dianalisi dengan tujuh aspek 

penilaian yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, 

Efesiensi, Likuditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jatidiri 

Koperasi. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat 

koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan 

dalam pengawasan khusus, dengan mengatahui kondisi kesehatan 

koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

kebijakan guna pengembangan koperasi, sehingga terwujudnya 

pengelolaan KPRI yang sehat, efektif, efisien, dan professional untuk 

terus meningkatkan kualitasnya. Data awal untuk analisis rasio dari 

ketujuh aspek penilaian kesehatan keuangan dapat dilihat pada lampiran 

3. 
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Pada lampiran 3 diketahui persentasi rasio penilaian kesehatan 

keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 2020-2022 

dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi 

setiap rasio dari tahun 2020-2022 mengalami perubahan, ada rasio yang 

mengalami penurunan, kenaiakan dan hasil yang tetap pada setiap 

tahunnya, dari persentasi rasio tersebut dapat dilakukan perhitungan 

untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi yang berpedoman pada  

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam Koperasi. 

Penelitian serupa telah banyak dilakukan sebelumnya antara lain 

(Hodsay & Yolanda, 2019) melakukan penelitian pada Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2, Palembang, menurut 

hasil penelitian tersebut kesehatan keuangan KSP Sejahtera SMK 

Muhammadiyah 2 pada tahun 2015-2017 menunjukkan predikat dalam 

pengawasan. Penelitian (Fauzi & Setiawan, 2021) dilakukan pada 

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari dengan hasil penelitian 

menunjukkan tingkat kesehatan koperasi tersebut pada tahun 2015 

berpredikat dalam pengawasan, pada tahun 2016-2019 berpredikat cukup 

sehat, penelitian (Endrekson, 2022) dilakukan pada Koperasi Kartika 

Dwipangga dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan pada 

tahun 2019 berpredikat cukup sehat, penelitian (Hayati, Rudiana, & 

Rizqiani, 2022) dilakukan pada koperasi Syariah BMT Al-Karomah 
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dengan hasil penelitia menunjukkan tingkat kesehatan pada tahun 2021 

berpredikat cukup sehat, penelitian (Anistya, Bahri, & Wahyudi, 2022) 

dilakukan pada koperasi Setia Budi Wanita dengan hasil penelitian 

menujukkan penilaian kesehatan pada tahun 2017-2021 berpredikat 

cukup sehat.  

Berdasarkan penelitian yang disebutkan sebelumnya 

menghasilkan kesimpulan yang beragam, namum pada intinya analisis 

kesehatan keuangan koperasi sangat perlu untuk dilakukan secara 

berkelanjutan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan manajerial, oleh 

karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian serupa pada KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong atas laporan keuangan pada 

tahun 2020-2022. 

Penulis memilih KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

sebagai obyek penelitian atas dasar ketertarikan pada koperasi tersebut, 

dan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong belum melakukan 

penilaian kesehatan pada tahun buku 2020-2022, juga koperasi ini sudah 

berdiri cukup lama dan telah banyak membantu perekonomian 

anggotanya, atas dasar ketertarikan ini, penulis ingin memberikan 

sumbangsih dengan melakukan analisis kesehatan keuangan, sehingga 

dari hasil penelitian nanti dapat dimanfaatkan oleh KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong dan Koperasi lainnya dikemudian hari. 

Penulis melakukan analisis berdasarkan ketujuh aspek yang ada pada 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 
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Simpan Pinjam Koperasi, dengan menggunakan aspek penilaian tersebut 

diharapkan dapat mengukur tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih 

dan memberikan judul pada penelitian ini yaitu “Analisis Laporan 

Keuangan untuk Menilai Kesehatan Keuangan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi (Studi pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 

2020-2022)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong selama tahun 2020-2022 dilihat dari aspek Permodalan, 

Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efesiensi, Likuditas, 

Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesehatan KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan hasil tingkat kesehatan keuangan KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilihat dari aspek 

Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efesiensi, 
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Likuditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi pada 

tahun 2020-2022. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat 

kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 

2020-2022.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

berbagai manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku 

perkuliahan serta pengalaman penelitian pada bidang keuangan juga 

dari penelitian akhir ini dapat memberikan tambahan informasi dan 

pengetahuan mengenai tatacara penilaian tingkat kesehatan koperasi, 

diharapkan juga dapat mendukung teori dan hasil penelitian 

terdahulu: 

a. Mendukung Teori 

Mendukung teori analisis kesehatan berdasarkan 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 

06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 
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b. Mendukung Penelitian Terdahulu 

1) Berpengaruh positif 

a) Penelitian dari (Hayati, Rudiana, & Rizqiani, 2022) dengan 

judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Syariah BMT Al-

Karomah Martapura”. Dengan hasil tingkat kesehatan pada 

tahun 2021 berpredikat cukup sehat. 

b) Penelitian dari (Endrekson, 2022) dengan judul “Analisis 

Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Pada Primer 

Koperasi Kartika Dwipangga Karang Endah”. Dengan hasil 

tingkat kesehatan pada tahun 2019 berpredikat cukup 

sehat. 

c) Penelitian dari (Anistya, Bahri, & Wahyudi, 2022) dengan 

judul “Analisis Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita 

Malang Tahun 2019-2021)”. Dengan hasil penilaian 

kesehatan berpredikat cukup sehat. 

d) Penelitian dari (Fauzi & Setiawan, 2021) dengan judul 

“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Koperasi Lembaga 

Keuangan Mikro Ngudi Lestari Desa Sanan, Girmarto, 

Wonogiri)”. Dengan tingkat kesehatan pada tahun 2015 
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berpredikat dalam pengawasan, dan pada tahun 2016-

2019 berpredikat cukup sehat. 

2) Berpengaruh negative 

a) Penelitian dari (Hodsay & Yolanda, 2019) dengan judu 

“Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 

Palembang”. Dengan peroleh hasil KSP menunjukkan 

predikat dalam pengawasan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana dalam mengembangkan wawasan yang didapat 

selama perkuliahan serta mengasah daya analisis dalam 

memecahkan masalah terkait penilaian kesehatan koperasi. 

b. Bagi KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

1) Dapat dijadikan sebagai referensi untuk menganalisis tingkat 

kesehatan koperasi pada periode berikutnya. 

2) Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan 

pengambilan kebijakan untuk tindak lanjut dalam hal perbaikan 

dari segi aspek keuangan dan manajemen perkoperasian. 

c. Bagi Masyarakat Luas 

1) Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi bahan penelitian yang relevan dan menambah ilmu 

pengetahun serta pengembangan terhadap analisis kesehatan 

koperasi. 
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2) Bagi masyarakat pada umumnya dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

menjadi bagian atau sebagai anggota, serta mengembangkan 

KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi 

penulis yang berhubungan dengan analisis tingkat kesehatan koperasi: 

1. Penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Syariah BMT Al-

Karomah Martapura” oleh (Hayati, Rudiana, & Rizqiani, 2022), 

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir 

induktif dan jenis penelitian kualitatif yang berpedoman pada 

peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM 

No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan teknik pengumpulan data berupa 

observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti menyimpulkan 

berdasarkan 8 aspek penilaian kesehatan pada laporan keuangan 

tahun 2021. USPPS Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura 

pada aspek permodalan dengan skor 10,00 aspek kualitas aktiva 

produktif dengan skor 15,25 aspek manajemen dengan skor 11,30 

aspek efisiensi dengan skor 7,50 aspek likuiditas dengan skor 6,25 

aspek jatidiri koperasi dengan skor 10,00 aspek kemandirian dan 

pertumbuhan dengan skor 8,50 dan aspek kepatuhan prinsip syariah 

dengan skor 6,00 dapat disimpulkan bahwa secara umum USPPS 

Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura termasuk pada kategori 

cukup sehat dengan skor akhir 74,80. 
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2. Peneliti (Endrekson, 2022), dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan 

Unit Simpan Pinjam Pada Primer Koperasi Kartika Dwipangga Karang 

Endah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

dengan berpedoman pada peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan metode 

pengumpulan data berupa data sekunder dan wawancara. Peneliti 

menyimpulkan dari 7 aspek penilaian kesehatan pada laporan 

keuangan tahun 2019 yang meliputi aspek Permodalan dengan skor 

11,25 aspek Kualitas Aktiva Produktif dengan skor 16,25 aspek 

Manajemen dengan skor 13,80 aspek Efisiensi dengan skor 10,00 

aspek Likuiditas dengan skor 7,50 aspek Kemandirian Dan 

Pertumbuhan dengan skor 8,50 aspek Jatidiri Koperasi dengan skor 

10,00 berdasarkan perolehan skor tersebut Koperasi Kartika 

Dwipangga mendapat predikat cukup sehat dengan skor akhir 77,30. 

3. Penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Unit Simpan 

Pinjam Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita 

Malang Tahun 2019-2021” oleh (Anistya, Bahri, & Wahyudi, 2022). 

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif 

eksploratif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/3/IV/2016 dengan teknik 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti menyimpulkan dari 7 aspek penilaian tingkat kesehatan pada 

tahun 2019-2021 menunjukkan tingkat kesehatan Koperasi Setia Budi 

Wanita Malang sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Rekap Penilaian Kesehatan Koperasi Setia Budi Wanita 
Malang 

No. Aspek yang dinilai 
Tahun  

2019 2020 2021  

1 Permodalan 15,00 15,00 15,00  

2 Kualitas Aktiva Prduktif 16,25 16,25 16,25  

3 Manajemen 12,6 12,6 12,6  

4 Efisiensi 7,00 7,00 7,00  

5 Likuiditas 5,00 3,75 3,75  

6 Kemandirian dan Pertumbuhan 1,5 1,5 1,5  

7 Jatidiri Koperasi 7,00 7,00 7,00  

Skor Akhir 64,35 63,10 63,10  

Sumber: (Anistya, Bahri, & Wahyudi, 2022) 

Berdasarkan tabel 2.1 data diatas pada tahun 2019-2021 skor akhir 

mengalami penurunan yang bersumber pada aspek likuiditas, namun 

penurunan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada penilaian 

kesehatan sehingga rata-rata skor tersebut berjumlah 63,52 dengan 

predikat cukup sehat. 

4. Peneliti (Fauzi & Setiawan, 2021) dengan judul “Analisis Tingkat 

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi 

Bidan Pengawasan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Koperasi Lembaga 

Keuangan Mikro Ngudi Lestari Desa Sanan, Girimarto, Wonogiri)”. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan 

berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 

06/Per/Dep.6/IV/2016 dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi, dan kuesioner. Peneliti menyimpulkan dari 7 

aspek penilaian kesehatan pada laporan keuangan tahun 2015-2019 

menunjukkan tingkat kesehatan LKM Ngudi Lestari sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Rekap Penilaian Kesehatan LKM Ngudi Lestari 

No. 
Aspek yang 

dinilai 
Tahun  

2015 2016 2017 2018 2019  

1 Permodalan 9,00 5,40 9,00 9,00 9,00  

2 
Kualitas Aktiva 
Prduktif 

13,25 14,75 14,75 14,75 15,25  

3 Manajemen 12,90 15,00 15,00 15,00 15,00  

4 Efisiensi 4,00 7,00 3,00 3,00 5,00  

5 Likuiditas 7,50 15,00 13,75 15,00 15,00  

6 
Kemandirian dan 
Pertumbuhan 

4,50 5,25 4,50 4,50 4,50  

7 Jatidiri Koperasi 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50  

Skor Akhir 57,65 68,90 66,50 67,75 70,25  

Sumber: (Fauzi & Setiawan, 2021) 

Berdasarkan tabel 2.2 data diatas dapat diketahui pada tahun 2015 

dengan jumlah skor akhir 57,65 mendapat predikat dalam 

pengawasan, kemudian pada tahun 2016 dengan skor akhir 68,90 

pada tahun 2017 dengan skor akhir 66,50 pada tahun 2018 dengan 

skor akhir 67,75 dan pada tahun 2019 dengan skor akhir 70,25 

dengan rata-rata skor 68 berpredikat cukup sehat. 

5. Penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 

Palembang” oleh (Hodsay & Yolanda, 2019). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data berupa dokumentasi dan angket yang berpedoman pada 

Peraturan Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Dalam 

penelitian ini peneliti menganalisis laporan keuangan dari tahun 2015 

sampai 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permodalan 

mendapat skor 10,50 dengan kategori cukup sehat, kualitas aktiva 

prodiktif mendapat skor 11,25 dengan kategori kurang sehat, 

manajemen mendapat skor 13,75 dengan kategori cukup sehat, 
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efisiensi mendapat skor 10,00 dengan kategori sehat, likuiditas 

mendapat skor 6,25 dengan kategori kurang sehat, kemandirian dan 

pertumbuhan mendapat skor 6,00 dengan kategori kurang sehat, 

jatidiri koperasi rerata 4,70 dengan kategori kurang sehat. Tingkat 

kesehatan koperasi selama 3 tahun (2015-2017) secara berturut-turut 

sebesar 66,40, 64,45, dan 62,15. Dengan demikian rerata 64,40 

sehingga dikelompokkan dalam kategori dalam pengawasan. 

 

B. Kerangka Teori 

1. Koperasi 

a. Pengertian Koperasi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada BAB I Ketentuan Umum 

Pasal 1 ayat 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

Penjelasan mengenai pengertian koperasi diatas, maka 

penulis dapat menyimpukan bahwa koperasi adalah badan usaha 

yang didirikan dari perkumpulan orang-orang dengan tujuan yang 

sama berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan 

anggota. 

b. Tujuan Koperasi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada BAB II Landasan, Asas, 
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dan Tujuan pasal 3 Koperasi bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umum, 

juga membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Penulis menyimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah 

sebuah organisasi yang dibentuk dengan tujuan mensejahterakan 

anggotanya, bukan sebuah organisasi yang semata-mata untuk 

mencari keuntungan, karena koperasi berasaskan kekeluargaan. 

c. Fungsi dan Peran Koperasi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada BAB III Fungsi, Peran, 

dan Prinsip Koperasi, Bagian Pertama Fungsi dan Peran Pasal 4 

Fungsi dan peran koperasi adalah: 

1) Membangun, mengembangkan potensi, dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umum 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 

2) Berperan secara aktif dalam mempertinggi kualitas 

kehidupan masyarakat; 

3) Memperkokoh ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 

sokogurunya; 

4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
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d. Bentuk Koperasi 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada BAB IV Pembentukan 

Pasal 15 “Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi 

Sekunder”. 

1) Koperasi Primer 

Pada BAB IV Pembentukan Pasal 6 “Koperasi primer 

dibentuk oleh sekurang – kurangnya 20 orang”. 

2) Koperasi Sekunder 

Pada BAB IV Pembentukan Pasal 7 “Koperasi sekunder 

dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi”. 

e. Jenis Koperasi 

1) Berdasarkan Jenis Usahanya 

Koperasi terdiri atas 4 jenis yaitu: Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, 

dan Koperasi Produksi. (Purnamawati, 2018) 

a) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Kegiatan koperasi simpan pinjam yaitu menampung 

simpanan anggota dan melayani peminjaman, koperasi 

ini hanya memiliki satu jenis usaha yaitu simpan pinjam. 

Pada koperasi ini anggota yang menabung akan 

mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam 

dikenakan jasa. 
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b) Koperasi Serba Usaha (KSU) 

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-

macam. Contohnya unit pertokoan untuk menyediakan 

kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat sekitar, 

unit simpan pinjam, dan unit lainnya. 

c) Koperasi Konsumsi 

Koperasi yang bidang usahanya menyediakan 

kebutuhan sehari-hari anggota disebut koperasi 

konsumsi. Misalnya kebutuhan perabot rumah tangga, 

bahan makanan, dan pakaian.. 

d) Koperasi Produksi 

Koperasi yang bidang usahanya membuat barang dan 

menjual secara bersama disebut koperasi produksi. 

Kebanyakan anggota koperasi ini sudah memiliki usaha 

kemudian melalui koperasi anggota mendapatkan 

bantuan berupa modal dan pemasaran. 

2) Berdasarkan Keanggotaannya 

Koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian 

diantaranya berikut ini: (Purnamawati, 2018) 

a) Koperasi Unit Desa (KUD) 

KUD adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat 

pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha ekonomi 

pedesaan, terutama bidang pertanian, perdagangan dan 

buruh lainnya, contoh kegiatannya seperti menyediakan 

obat pemberantas hama tanaman, menyediakan pupuk, 



21 
 

 
 

menyediakan benih, menyediakan alat pertanian, dan 

memberi penyuluhan teknis pertanian. 

b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. 

Koperasi ini awalnya bernama Koperasi Pegawai Negri 

(KPN) kemudian berubah menjadi KPRI. Tujuan dari 

KPRI adalah meningkatkan kesejahteraan para 

anggotanya. KPRI didirikan di lingkungan departemen 

atau instansi. 

c) Koperasi Sekolah 

Anggota dari koperasi sekolah adalah warga sekolah, 

yang meliputi guru, karyawan, dan siswa, contoh 

kegiatannya adalah menyediakan kebutuhan warga 

sekolah, seperti alat tulis, potocopy, makanan, buku 

pelajaran, dan lain-lain. 

2. Unit Simpan Pinjam 

a. Pengertian Unit Simpan Pinjam 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 

tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi BAB I Ketentuan Umum 

Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi unit simpan pinjam koperasi disebut 

juga USP adalah unit usaha yang bergerak di bidang usaha simpan 

pinjam sebagai bagain dari kegiatan usaha koperasi yang 

bersangkutan.  
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b. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 

tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada BAB VII Kegiatan 

usaha Pasal 19 menyebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam 

meliputi: 

1) Menghimpun simpanan dari anggota; 

2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi 

yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan 

3) Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran 

pinjaman. 

3. Laporan Keuangan Koperasi 

Menurut Harahap (2001:105) dalam (Purnamawati, 2018) 

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kondisi 

keuangan dari hasil usaha perusahaan pada saat tertentu atau jangka 

waktu tertentu. Kemudian menurut Haryono Jusup (2002:11) dalam 

(Purnamawati, 2018) menyebutkan laporan keuangan adalah hasil 

dari proses akuntansi. Dalam definisi ini disebutkan bahwa akuntansi 

merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan dari suatu 

organisasi. 

Berdasarkan uraian pengertian diatas, laporan keuangan 

adalah hasil dari kegiatan usaha suatu organisasi dalam periode 

tertentu yang didalamnya memuat seluruh pencatatan yang 

berhubungan dengan hasil usahanya kemudian dilaporkan kepada 
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pihak yang memerlukan, pada perkoperasian laporan keuangan 

dibuat oleh manajer yang ditandatangani oleh seluruh pengurus dan 

pengawas koperasi, yang kemudian akan dilaporkan kepada anggota 

pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), dalam laporan tersebut 

dimuat laporan perhitungan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, 

laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan 

keuangan, dengan laporan keuangan tersebut anggota dapat 

mengetahui semua informasi mengenai keuangan koperasi. 

4. Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi 

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian 

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi. 

a. Aspek Permodalan 

1) Rasio Modal Sendiri tehadap Total Aset 

Ketetapan untuk memperoleh rasio antara modal sendiri 

terhadap total asset adalah sebagai berikut: 

a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil 

atau sama dengan 0% diberikan nilai 0. 

b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 

5 dengan maksimum nilai 100 

c) Rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap 

kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5 

d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan. 
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Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri 
Terhadap Total Aset: 

Rasio 
Modal (%) 

Nilai Bobot (%) Skor 

0 0  0 

1 – 20 25 6 1.50 

21 – 40 50 6 3.00 

41 – 60 100 6 6.00 

61 – 80 50 6 3.00 

81 – 100 25 6 1.50 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang 

Beresiko 

Ketetapan untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap 

pinjaman diberikan yang beresiko, sebagai berikut: 

a) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 

berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0. 

b) Setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 

dengan nilai maksimum 100 

c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor 

permodalan. 

Tabel 2. 4 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri 
terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio Modal 
(dinilai dalam %) 

Nilai 
Bobot (dinilai 

dalam %) 
Skor 

0 0  0 

1 – 10 10 6 0,6 

11 – 20 20 6 1,2 

21 – 30 30 6 1,8 

31 – 40 40 6 2,4 

41 – 50 50 6 3,0 

51 – 60 60 6 3,6 

61 – 70 70 6 4,2 

71 – 80 80 6 4,8 

81 – 90 90 6 5,4 

91 – 100 100 6 6,0 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 
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3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal 

Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. 

b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap 

komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada 

neraca dengan bobot pengakuan risiko. 

c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva 

KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan 

bobot pengakuan risiko. 

d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara 

menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada 

dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing 

komponen aktiva. 

e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh 

dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan 

nilai ATMR dikalikan dengan 100%.      

Tabel 2.5 Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal 
sendiri  

Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 4 0 3 0,00 

4 ≤ x < 6 50 3 1,50 

6 ≤ x ≤ 8 75 3 2,25 

>8 100 3 3,00 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian kualitas aktiva produktif berdasarkan pada 4 

(empat) rasio, yaitu:  
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1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total 

volume pinjaman yang diberikan; 

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada 

anggoa terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.6 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume 
Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman 
Diberikan  

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

≤ 25 0 10 0,00 

26 – 50 50 10 5,00 

51 – 75 75 10 7,50 

>75 100 10 10,00 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang 

diberikan 

Ketetapan untuk memperoleh risiko-risko pinjaman 

bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, sebagai 

berikut: 

a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman 

bermasalah (RPM) sebagai berikut: 

(1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar 

(PKL) 

(2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan 

(PDR); dan 

(3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM) 

b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman 

yang disalurkan 
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𝑅𝑃𝑀 =
((50% x PKL) + (75% 𝑋 𝑃𝐷𝑅) + (100)𝑋 𝑃𝑚

Pinjaman yang diberikan
 

Perhitungan Penilaian: 

(1) Untuk Rasio 45% atau lebih diberi nilai 0 

(2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai 

ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan 

(3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor 

penilaian 

Tabel 2.7 Standar Perhitungan Risiko Pinjaman 
Bermasalah  

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

≥ 45 0 5 0 

40 < x < 45 10 5 0,5 

30 < x ≤ 40 20 5 1,0 

20 < x ≤ 30 40 5 2,0 

10 < x ≤ 20 60 5 3,0 

0 < x ≤ 10 80 5 4,0 

0 100 5 5,0 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah 

a) Untuk Rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan 

penghapusan diberi nilai 0 

b) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 

1 sampai dengan maksimum 100; dan 

c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor 

Penilaian 

Tabel 2.8 Standar Perhitungan Rasio Cadangan 
Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah  

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

0 0 5 0 

1 – 10 10 5 0,5 

11 – 20 20 5 1,0 

21 – 30 30 5 1,5 

31 – 40 40 5 2,0 
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Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

41 – 50 50 5 2,5 

51 – 60 60 5 3,0 

61 – 70 70 5 3,5 

71 – 80 80 5 4,0 

81 – 90 90 5 4,5 

91 – 100 100 5 5,0 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang 

diberikan. 

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang 

diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2.9 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko  

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

>30 25 5 1,25 

26 – 30 50 5 2,50 

21 – 25 75 5 3,75 

<21 100 5 5,00 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu 

dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini: 

A. Pinjaman Kurang Lancar 

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran, 

yaitu: 

a. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum 

melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan 

angsuran harian dan/ atau mingguan; atau 

b. Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum 

melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa 
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angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 

(tiga) bulan; atau 

c. Tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum 

melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang 

masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau 

lebih; atau 

2. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut: 

a. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum 

melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa 

angsuran kurang daru 1 (satu) bulan; atau 

b. Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum 

melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa 

angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan. 

B. Pengembalian Pinjaman Tanpa Angsuran, yaitu: 

1. Pinjaman belum jatuh tempo 

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) 

bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan 

2. Pinjaman telah jatuh tempo 

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi 

belum melampaui 3 tiga) bulan 

C. Pinjaman Yang Diragukan 

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang 

bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, namun 

berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya 

bernilai sekurang- kurangnya 75% dari hutang peminjam 

termasuk bunganya; atau 

2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya 

masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang 

peminjam termasuk bunganya. 

D. Pinjaman Macet 

Pinjaman digolongkan macet apabila: 

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; 

atau 

2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum 

ada pelunasan; atau 

3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan 

kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan 

penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman. 

c. Aspek Penilaian Manajemen 

1) Penilaian Aspek 

Penilaian Aspek Manajeme didasari oleh lima komponen 

sebagai berikut: 

a) Manajemen Umum 

Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen 
Umum  

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,25 

2 0,50 

3 0,75 

4 1,00 

5 1,25 
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Jumlah Jawaban Ya Skor 

6 1,50 

7 1,75 

8 2,00 

9 2,25 

10 2,50 

11 2,75 

12 3,00 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

b) Kelembagaan 

Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen 
Kelembagaan  

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,50 

2 1,00 

3 1,50 

4 2,00 

5 2,50 

6 3,00 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

c) Manajemen Permodalan 

Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen 
Permodalan 

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,60 

2 1,20 

3 1,80 

4 2,40 

5 3,00 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

d) Manajemen Aktiva 

Tabel 2.13 Standar Perhitungan Manajemen 
Aktiva  

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,30 

2 0,60 

3 0,90 

4 1,20 

5 1,50 

6 1,80 

7 2,10 

8 2,40 

9 2,70 



32 
 

 
 

Jumlah Jawaban Ya Skor 

10 3,00 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

e) Manajemen Likuiditas 

Tabel 2.14 Standar Perhitungan Manajemen 
Likuiditas 

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,60 

2 1,20 

3 1,80 

4 2,40 

5 3,00 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Perhitungan Nilai 

Perhitungan nilai berdasarkan pada hasil penilaian 

terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen 

terhadap seluruh komponen dengan komposisi 

pertanyaan sebagai berikut: 

a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 

0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”); 

b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”); 

c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 

atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan 

“ya”); 

d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 

nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) ; dan 

e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 

0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”), 
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d. Aspek Penilaian Efisiensi 

Penilaian efisiensi koperasi berdasarkan pada 3 (tiga) rasio, 

yaitu: 

1) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi 

bruto 

Perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi 

bruto, sebagai berikut: 

a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 

100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% 

hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, 

selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai 

ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum 

nilai 100; dan 

b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh 

skor penilaian. 

Tabel 2.15 Standar Perhitungan Rasio Beban 
Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto  

Rasio Beban Operasi 
Anggota terhadap Partisipasi 

Bruto (%) 
Nilai 

Bobot 
(%) 

Skor 

≥ 100 0 4 1 

95 ≤ x < 100 50 4 2 

90 ≤ x < 95 75 4 3 

< 90 100 4 4 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor 

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai 

berikut: 
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a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk 

setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan 

dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; 

b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh 

skor penilaian. 

Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha 
Terhadap SHU Kotor  

Rasio Beban Usaha 
terhadap SHU Kotor 

Nilai 
Bobot 
(%) 

Skor 

>80 25 4 1 

60 < x ≤ 80 50 4 2 

40 < x ≤ 60 75 4 3 

≤ 40 100 4 4 

   Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

3) Rasio efisiensi pelayanan 

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan 

membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, 

yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio 

antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya 

setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai 

dengan maksimum nilai 100; dan 

2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi 
Pelayanan  

Rasio Efisiensi 
Staf (Persen) 

Nilai 
Bobot 
(%) 

Skor 

< 5 100 2 2,0 

5 < x < 10 75 2 1,5 

10 ≤ x ≤ 15 50 2 1,0 

>15 0 2 0,0 

   Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 
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Rasio-rasio di atas menggambarkan seberapa besar KSP/USP 

koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada 

anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya 

e. Aspek Likuiditas 

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) 

rasio, yaitu: 

1) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar 

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar 

ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 

100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% 

diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% 

diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi 

nilai 25; dan 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian. 

Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap 
Kewajiban Lancar 

Rasio Kas (%) Nilai Bobot (%) Skor 

≤ 10 25 10 2,5 

10 < x ≤ 15 100 10 10 

15 < x ≤ 20 50 10 5 

>20 25 10 2,5 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. 

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima 

ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, 

untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 

sampai dengan maksimum 100; dan 
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b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. 

Tabel 2.19 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang 
diberikan terhadap dana yang diterima  

Rasio Pinjaman (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 60 25 5 1,25 

60 ≤ x < 70 50 5 2,50 

70 ≤ x < 80 75 5 3,75 

80 ≤ x < 90 100 5 5 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan 

pada 3 (tiga) rasio, yaitu: 

1) Rasio Rentabilitas Aset 

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak 

dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya 

ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi 

nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai 

ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor 

penilaian 

Tabel 2.20 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio 
Rentabilitas Aset  

Rasio Rentabilitas 
Aset (%) 

Nilai Bobot (%) Skor 

< 5 25 3 0,75 

5 ≤ x < 7,5 50 3 1,50 

7,5 ≤ x < 10 75 3 2,25 

≥ 10 100 3 3,00 

   Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 
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2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota 

dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya 

ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 

3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% 

nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; 

dan 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.21 Standar Perhitungan untuk Ratio 
Rentabilitas Modal Sendiri  

Rasio Rentabilitas Nilai Bobot (%) Skor 

< 3 25 3 0,75 

3 ≤ x < 4 50 3 1,50 

4 ≤ x < 5 75 3 2,25 

≥ 5 100 3 3,00 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto 

dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, 

yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau 

sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih 

besar dari 100% diberi nilai 100; dan 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor 

penilaian. 
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Tabel 2.22 Standar Perhitungan Ratio Kemandirian 
Operasional  

Rasio Kemandirian Nilai Bobot (%) Skor 

≤ 100 0 4 0 

>100 100 4 4 

     Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

g. Aspek Jatidiri Koperasi 

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu 

mempromosikan ekonomi anggota, aspek penilaian jatidiri koperasi 

menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: 

1) Rasio Partisipasi Bruto 

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan 

koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar 

persentasenya semakin baik, partisipasi bruto adalah 

kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan 

penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban 

pokok dan partisipasi netto 

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan 

membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto 

ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk 

setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 

sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai 

maksimum 100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor 

penilaian 
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Tabel 2.23 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi 
Bruto:  

Rasio Partisipasi 
Bruto (%) 

Nilai Bobot (%) Skor 

< 25 25 7 1,75 

25 ≤ x < 50 50 7 3,50 

50 ≤ x < 75 75 7 5,25 

≥ 75 100 7 7 

   Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan 

manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya 

koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, 

semakin tinggi persentasenya semakin baik 

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan 

membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap 

simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan 

sebagai berikut: 

a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk 

rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk 

setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 

sampai dengan nilai maksimum 100; 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. 

Tabel 2.24 Standar Perhitungan Rasio Promosi 
Ekonomi Anggota  

Rasio PEA (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 5 0 3 0,00 

5 ≤ x < 7,5 50 3 1,50 

7,5 ≤ x < 10 75 3 2,25 

≥ 10 100 3 3 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 
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C. Kerangka Konseptual 

Penelitian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit 

Simpan Pinjam (USP) berpedoman pada peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik 

Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian Kesehatan terdiri dari 

tujuh aspek sesuai Peraturan Deputi tersebut, yaitu aspek permodalan, 

aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek penilaian 

efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan 

aspek jatidiri koperasi. Hasil dari tujuh aspek penilaian tersebut berupa 

skor yang akan menunjukkan kondisi kesehatan KSP/USP dengan 

terbagi menjadi empat predikat, yaitu sehat, cukup sehat, dalam 

pengawasan, dan dalam pengawasan khusus, adapun kerangka 

konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Sumber: Data diolah, 2023 

KPRI WARGA DEPDIKBUD KABUPATEN TABALONG 

Analisis Tingkat Kesehatan dengan Berpedoman pada Perdep Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan 
UKM Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

Permodalan Kualitas Aktiva 

Produktif 
Manajemen Penilaian 

Efisiensi 

Likuiditas 

Kemandirian dan 

Pertumbuhan 
Jatidiri Koperasi 

Hasil Analisis 

Sehat Cukup Sehat Dalam Pengawasan Dalam Pengawasan Khusus 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Menurut (Hermawan, 2019) metode kuantitatif 

adalah penelitian yang sifatnya induktif, objektif, dan ilmiah dimana data 

yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang di 

nilai, dan dianalisis dengan analisis statistik. Pendekatan deskriptif 

menurut (Sriekaningsih & Daengs, 2020) bahwa penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, suatu 

peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang, dimana peneliti 

berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian 

untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.  

Menurut (Yusuf, 2014) Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah 

satu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau 

mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Penulis memilih 

metode ini karena data yang digunakan pada penelitian ini berupa angka-

angka yang akan dianalisis dengan analisis statistik yang kemudian di 

deskripsikan secara sistematis tanpa mengubah faktanya.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Koperasi Pegawai Negeri Rebublik 

Indonesia (KPRI) WARGA DEPDIKBUD Kabupaten Tabalong yang 

beralamat di Jalan Kamboja RT. X No. 64 Kecamatan Tanjung Kabupaten 

Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

C. Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data 

sekunder, menurut (Umar, 2003) data primer dan data sekunder adalah: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, 

seperti dari individu atau perseorangan, data bisa berupa hasil 

wawancara, pengisian kuesioner, bisa juga berupa bukti transaksi 

seperti tanda bukti pembelian barang dan karcis parkir, semua data 

yang disebutkan itu merupakan data mentah yang kelak akan 

diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. 

Data primer dari penelitian ini bersumber dari pengurus KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong seperti hasil survey, 

kuesioner, observasi, dan wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, 

dan sebagainya sehingga lebih informatif oleh pihak lain. Data 

sekunder kemudian diproses lebih lanjut, misalnya laporan 

keuangan seperti neraca dan rugi-laba dapat diolah untuk menilai 
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kinerja perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

laporan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

pada tahun 2020-2022, pedoman penilaian kesehatan KSP/USP 

sesuai dengan Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, jurnal, 

buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: 

1. Dokumentasi 

Menurut (Hodsay & Yolanda, 2019) dokumentasi adalah mencari 

data, mengenai variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), isi laporan tersebut 

berupa necara, laporan hasil usaha, dan lainnya yang akan digunakan 

untuk penilaian kesehatan sesuai dengan Perdep KUKM No. 

06/Per/Dep.6/IV/2016 yang meliputi aspek permodalan, aspek aktiva 

produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi. 

2. Observasi 

Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan 

menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu, tujuan penelitian ini untuk 

mengamati dan memahani perilaku kelompok maupun individu pada 

keadaan tertentu (Tersiana, 2018), observasi pada penelitian ini telah 

dilakukan pada saat praktek kerja mahasiswa, penulis melakukan 

observasi terhadap keadaan koperasi dalam menjalankan tugas sehari-
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hari seperti melayani anggota, melakukan transaksi dengan anggota dan 

lainnya. 

3. Wawancara 

Wawancara menurut (Tersiana, 2018) merupakan cara penelitian 

yang prosesnya untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab 

antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Wawancara akan dilakukan 

dengan manajer KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong yang 

berjumlah satu orang untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi dari 

aspek manajemen yang berpedoman pada Perdep KUKM No. 

06/Per/Dep.6/IV/2016. 

 

E. Analisis Data 

Menurut (Hodsay & Yolanda, 2019) analisis data yaitu proses 

mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara, dokumentasi dan bahan orang lain. Metode analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif, 

menurut (Purtowo, 2007) analisis data deskriptif adalah cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum/generalisasi. Adapun tahapan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Mendapatkan data laporan keuangan KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong periode 2020-2022.  
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2. Melakukan wawancara untuk memperoleh data pada aspek 

manajemen dan data lainnya yang dibutuhkan dari pengurus KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong. 

3. Melakukan perhitungan dan penilaian tingkat kesehatan KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun buku 2020-2022. 

Berdasarkan Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 ada 7 aspek 

yang akan dilakukakan penilaian yaitu aspek permodalan, aspek 

kualitas aktiva produktif, aspek penilaian manajemen, aspek penilaian 

efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan 

aspek jatidiri koperasi. Dari 7 aspek tersebut diberi bobot penilaian 

sesuai dengan seberapa besar pengaruh terhadap kesehatan 

koperasi. Berikut ini bobot penilaian aspek dan komponen 

kesehataan:  

Tabel 3.1  Aspek Penilaian Kesehatan KSP/USP 

No 
Aspek 

yg 
Dinilai 

Komponen 
Bobot 

Penilaian 

1 Permodalan  15 

  

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 
Modal Sendiri 

Total Aset
 𝑋 100% 

 
b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman 

diberikan yang berisiko 
Modal Sendiri 

Pinjaman diberikan yang berisiko
 𝑋 100% 

 
c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Modal Sendiri

ATMR
 𝑋 100% 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

3 
 
 

 

2 Kualitas Aktiva Produktif  25 

  

a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota 
terhadap volume pinjaman diberikan 

Volume pinjaman pada anggota

Volume Pinjaman
 𝑋 100% 

 

10 
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No 
Aspek 

yg 
Dinilai 

Komponen 
Bobot 

Penilaian 

  

b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah 
Terhadap Pinjaman yang diberikan 

Pinjaman bermasalah

Pinjaman yang diberikan
 𝑋 100% 

 
c. Rasio Cadangan Resiko Terhadap 

Pinjaman Bermasalah 
Cadangan risiko

Pinjaman bermasalah
 𝑋 100% 

 
Catatan: Cadangan risiko adalah cadangan 
tujuan risiko + penyisihan penghapusan 
pinjaman 
 

d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap 
pinjaman yang diberikan 

Pinjaman yang berisiko

Pinjaman yang diberikan
 𝑋 100% 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 

3 Manajemen  15 

  

a. Manajemen Umum 
b. Kelembagaan 
c. Manajemen Permodalan 
d. Manajemen Aktiva 
e. Manajemen Likuiditas 

3 
3 
3 
3 
3 

 

4 Efisiensi  10 

  

a. Rasio beban operasi anggota terhadap 
partisipasi bruto 

Beban Operasi Anggota

Partisipasi Bruto
 𝑋 100% 

 
Catatan: Beban operasi anggota adalah 
beban pokok ditambah dengan beban 
usaha bagi anggota + beban 
perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban 
perkoperasian dihitung secara proporsional 
 

b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor 
Beban Usaha

SHU Kotor
 𝑋 100% 

 
c. Rasio efisiensi pelayanan 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛

Volume Pinjaman
 𝑋 100% 

4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

2 
 

 

5 Likuiditas  15 

  a. Rasio Kas 
10 
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No 
Aspek 

yg 
Dinilai 

Komponen 
Bobot 

Penilaian 

  

 
𝐾𝑎𝑠 + 𝐵𝑎𝑛𝑘

Kewajiban Lancar
 𝑋 100% 

 
b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap 

dana yang diterima 
 

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

Dana yang diterima
 𝑋 100% 

 
Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva 
selain hutang biaya dan SHU belum dibagi 

5 
 
 

 

6 Kemandirian dan Pertumbuhan  10 

  

a. Rentabilitas Aset 
𝑆𝐻𝑈 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Total Aset
 𝑋 100% 

 
b. Rentabilitas Modal Sendiri 

𝑆𝐻𝑈 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

Total Modal Sendiri
 𝑋 100% 

 
c. Kemandirian Operasional Pelayanan 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑁𝑒𝑡𝑜

Beban Usaha + Beban Perkoperasian
 𝑋 100% 

Catatan: Beban usaha adalah beban usaha 
bagi anggota 

3 
 
 
 
3 
 
 
 

4 
 
 

 

7 Jatidiri Koperasi  10 

  

a. Rasio partisipasi bruto 
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑝𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

Partisipasi bruto + Pendapatan
 𝑋 100% 

 
b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 

𝑃𝐸𝐴

Simpanan Pokok + Simpanan Wajib
 𝑋 100% 

 
𝑃𝐸𝐴 = 𝑀𝐸𝑃𝑃𝑃 + 𝑆𝐻𝑈 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 

7 
 
 
 
3 
 
 
 

 

  Jumlah  100 

Sumber: Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 

Perhitungan penilaian terhadap 7 aspek tersebut diatas kemudian 

diperoleh skor secara keseluruhan, skor yang diperolej dipergunakan 

untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi, yang 

dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 
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1. Sehat, 

2. Cukup Sehat, 

3. Dalam Pengawasan, dan; 

4. Dalam Pengawasan Khusus. 

Penetapan predikat kesehatan KSP/USP sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP 

Skor Predikat 

80.00 ≤ x ≤ 100 
66.00 ≤ x ≤ 80.00 
51.00 ≤ x ≤ 66.00 

< 51.00 

Sehat 
Cukup Sehat 

Dalam Pengawasan 
Dalam Pengawasan Khusus 

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Penyesuaian Data Penelitian 

Data yang akan diteliti untuk dianalisis dan dilakukan pembahasan 

adalah berupa laporan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong dari tahun 2020-2022, dalam melakukan analisis laporan 

keuangan untuk menilai kesehatan keuangan koperasi ada beberapa 

penyesuaian yang berhubungan dengan temuan penelitian, antara lain: 

a. KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong hanya memberikan 

pinjaman kredit kepada anggotanya. 

b. Tidak ada risiko pinjaman bermasalah di KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong selama tahun 2020-2022. 

c. Cadangan risiko yang digunakan untuk menutupi risiko pinjaman 

bermasalah diambil dari cadangan risiko ditambah akumulasi 

penyusutan piutang atau penyisihan penghapusan aktiva produktif. 

d.  Pada KPRI Warga Depdikbud tidak terdapat pinjaman diberikan 

berisiko karena setiap anggota memiliki agunan yang memadai yaitu 

pembayaran langsung dipotong gaji setiap bulannya, juga pinjaman 

yang diberikan >5 juta wajib asuransi pinjaman. 

2. Sejarah Berdirinya KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

KPN-RI WARGA DEPDIKBUD berdiri pada tanggal 9 April 1988 

dengan Nomor Badan Hukum 2714.a/BH/IX/88 tertanggal 4 November 

1988 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor Badan Hukum 
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2714.b/BH/IX/96 tanggal 18 Januari 1996. KPN Warga Depdikbud ini 

merupakan penggabungan (amalgamasi) dari KPN – KPN guru di 

lingkungan Depdikbud yang ada di daerah Kabupaten Tabalong, 

antara lain KPN Rukun Guru – guru (Tanjung), KPN Hemat (Kelua), 

KPN Mufakat (Haruai), KPN Sejahtera (Banua Lawas), KPN Jaya 

(Muara Uya), serta karyawan Depdikbud / Cabang Dinas P & K 

Kabupaten Tabalong. 

3. Visi dan Misi KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

a. Visi: Bersama Kita Sejahtera 

b. Misi:  

1) Menjalin hubungan silaturrahmi yang baik dan bersinergi antara 

anggota untuk membangun dan memperkokoh kebersamaan. 

2) Mengembangkan manajemen yang efektif dan efisien 

berlandaskan prinsip dasar dan nilai – nilai koperasi dengan 

memanfaatkan secara arif ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

pengelolaan organisasi yang dikelola koperasi maupun 

anggotanya. 

3) Meningkatkan profesionalisme dan etika bisnis perkoperasian 

serta siapapun yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan 

koperasi secara berkelanjutan. 

4) Memberikan pelayanan yang baik untuk anggota. 

B. Temuan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui 

Kesehatan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

dalam kurun waktu 2020-2022, penelitian ini berpedoman pada Peraturan 
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Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang 

pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Hasil dari penelitian ini akan digunakan 

untuk mengetahui perkembangan kesehatan KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

Berikut analisis deskriptif yang akan digunakan untuk penilaian 

sesuai Perdep KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang meliputi aspek 

permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek 

penilaian efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, 

dan aspek jatidiri koperasi. 

1. Penilaian Aspek Permodalan 

Penilaian pada aspek permodalan dilakukan dengan 3 rasio 

perhitungan modal yang meliputi perhitungan rasio modal sendiri 

terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 

berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri. Penilaian pada aspek 

permodalan bertujuan untuk mengetahui informasi kecukupan modal 

dalam kegiatan operasional koperasi, berikut perhitungan aspek 

permodalan dalam 3 rasio: 

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset 

Perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset merupakan 

penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan modal 

sendiri KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong terhadap total 

aset atau kekayaan yang dimiliki koperasi untuk mendukung dalam 

hal pendanaan. Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 
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perbandingan antara modal sendiri dengan total aset. Rumus dari 

rasio tersebut adalah: 

Modal Sendiri 

Total Aset
 𝑋 100% 

Berikut hasil perhitungan dari rasio modal sendiri terhadap total aset: 

     Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

Tahun Modal Sendiri (Rp) Total Aset (Rp) Rasio (%) 

2020 11.294.342.087 16.599.052.162 68,04 

2021 11.758.369.702 17.410.422.899 67,54 

2022 11.544.097.271 17.462.754.619 66,11 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.1 diperoleh rasio 

pada tahun 2020 sebesar 68,04% dan pada tahun 2021 sebesar 

67,54% kemudian pada tahun 2022 sebesar 66,11% yang mana 

pada rasio tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020-

2022 dikarenakan modal sendiri yang tidak stabil dan total aset 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari rasio tersebut berada 

pada rentang 61%-80%. Kemudian dilakukan penskoran untuk hasil 

rasio sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 68,04% 50 6% 3 

2021 67,54% 50 6% 3 

2022 66,11% 50 6% 3 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.2 

menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2022 memiliki nilai yang sama 

yaitu 50 dengan skor masing-masing 3, diketahui dari persentasi 

rasio tersebut menunjukkan nilai yang rendah karena nilai maksimal 

pada rasio modal sendiri terhadap total aset berjumlah 100 dengan 

skor 6 yang dapat diperoleh jika rentang rasio berada pada 41%-
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60%. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong berada pada rasio yang cukup besar karena melebihi rasio 

dengan nilai maksimal sehingga perlu untuk menyeimbangkan antara 

modal sendiri terhadap total asetnya. 

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko 

adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

koperasi dalam menutupi risiko atas pemberian pinjaman yang tidak 

didukung dengan agunan yang memadai, rasio modal sendiri 

terhadap pinjaman yang berisiko adalah perbandingan antara modal 

sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, rumus dari rasio 

tersebut adalah: 

Modal Sendiri 

Pinjaman diberikan yang berisiko
 𝑋 100% 

Berikut hasil perhitungan dari rasio modal sendiri terhadap pinjaman 

diberikan yang berisiko: 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman 
Diberikan Yang Berisiko 

Tahun Modal Sendiri (Rp) Pinjaman diberikan 
yang berisiko (Rp) 

Rasio (%) 

2020 11.294.342.087 0 ∞ 
2021 11.758.369.702 0 ∞ 
2022 11.544.097.271 0 ∞ 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.3 menunjukkan 

hasil rasio yang tidak terbatas pada tahun 2020-2022 dikarenakan 

tidak ditemukan pinjaman diberikan yang berisiko pada KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong, hal ini memberikan hasil bahwa 

koperasi ini menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan 
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pinjaman kepada anggotanya, rasio modal sendiri terhadap pinjaman 

diberikan berisiko pada koperasi ini memiliki kualitas yang sangat 

baik karena melebihi presentasi dengan rasio terbesar yang berada 

pada 91%-100% kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman 
Diberikan Yang Berisiko 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 ∞ 100 6% 6 

2021 ∞ 100 6% 6 

2022 ∞ 100 6% 6 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.4 

menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2022 dengan rasio yang tidak 

terbatas setiap tahunnya memperoleh nilai maksimal pada rasio ini 

yaitu 100 dengan skor 6. 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio kecukupan modal sendiri adalah rasio untuk 

mengetahui perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan 

aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%, 

modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen 

modal dari koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot 

pengakuan risiko, aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah 

jumlah hasil kali setiap komponen aktiva dari koperasi yang terdapat 

pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, rumus dari rasio 

kecukupan modal sendiri adalah: 

Modal Sendiri

ATMR
 𝑋 100% 

Berikut hasil perhitungan dari rasio kecukupan modal sendiri: 
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Tahun 
Modal Sendiri 

Terimbang (Rp) 
ATMR (Rp) Rasio (%) 

2020 10.890.741.396 9.405.158.846 115,80 

2021 11.387.638.639 10.078.242.201 112,99 

2022 11.237.567.808 9.616.276.697 116,86 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.5 dapat diketahui 

bahwa persentasi rasio pada tahun 2020 sebesar 115,80% dan pada 

tahun 2021 sebesar 112,99% kemudian pada tahun 2022 sebesar 

116,86%, hal tersebut menunjukkan bahwa modal KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong memiliki kualitas yang sangat baik 

dalam mendukung aktiva tertimbang menurut risiko meskipun pada 

tahun 2021 sempat mengalami sedikit penurunan rasio namun masih 

berada pada rentang >8%, kemudian dilakukan penskoran sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 115,80% 100 3% 3 

2021 112,99% 100 3% 3 

2022 116,86% 100 3% 3 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.6 

diketahui selama tahun 2020-2022 memiliki nilai yang sama yaitu 100 

dengan skor 3 yang merupakan nilai maksimal pada rasio kecukupan 

modal sendiri. 

2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Kualitas aktiva produktif merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kualitas dari kekayaan koperasi yang dapat menghasilkan 

pendapatan untuk koperasi, penilaian pada aspek ini dilakukan dengan 

perhitungan 4 rasio yang meliputi: rasio volume pinjaman pada anggota 
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terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio pinjaman bermasalah 

terhadap pinjaman diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman 

bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang 

diberikan. 

a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume 

Pinjaman Diberikan 

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume 

pinjaman diberikan adalah untuk mengetahui kemampuan koperasi 

dalam memenuhi seluruh pinjaman anggota, rumus dari perhitungan 

rasio ini adalah: 

Volume pinjaman pada anggota

Volume Pinjaman
 𝑋 100% 

Berikut adalah hasil perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota 

terhadap volume pinjaman diberikan: 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota 
Terhadap Volume Pinjaman Diberikan 

Tahun 
Volume Pinjaman 

pada Anggota (Rp) 
Volume Pinjaman (Rp) Rasio (%) 

2020 4.590.734.160 9.210.259.689 49,84 

2021 3.754.610.237 9.891.131.029 37,96 

2022 3.936.000.000 9.496.795.297 41,45 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.7 diperoleh rasio 

pada tahun 2020 berjumlah 49,84% dan pada tahun 2021 berjumlah 

37,96% kemudian rasio pada tahun 2022 berjumlah 41,45% yang 

mana dapat diketahui pada rasio tersebut mengalami penurunan pada 

tahun 2021 kemudian naik pada tahun 2022 namun tidak melebihi 

rasio pada tahun 2020, dari rasio tersebut berada pada rentang 26%-

50%. Kemudian dilakukan penskoran untuk rasio ini sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Penskoran Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota 
Terhadap Volume Pinjaman Diberikan 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 49,84% 50 10% 5 

2021 37,96% 50 10% 5 

2022 41,45% 50 10% 5 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.8 

diketahui pada tahun 2020-2022 memperoleh nilai yang sama yaitu 50 

dengan skor 5, dari nilai tersebut masih cukup jauh untuk memperoleh 

nilai maksimal yang dapat diperoleh jika persentasi rasio berada pada 

rentang >75%. Peningkatan rasio dapat dilakukan dengan menambah 

jumlah volume pinjaman pada anggota sehingga angka rasio dapat 

meningkat dan memperoleh nilai maksimal. 

b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang 

Diberikan 

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan 

merupakan penilaian untuk mengetahui besarnya risiko pinjaman 

bermasalah dari seluruh pinjaman yang diberikan, rumus perhitungan 

rasio ini adalah: 

Pinjaman bermasalah

Pinjaman yang diberikan
 𝑋 100% 

Berikut adalah perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap 

pinjaman yang diberikan 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah 
Terhadap Pinjaman Diberikan 

Tahun Pinjaman Bermasalah (Rp) 
Pinjaman yang 
diberikan (Rp) 

Rasio (%) 

2020 0 9.210.259.689 0 

2021 0 9.891.131.029 0 

2022 0 9.496.795.297 0 

Sumber: Data diolah, 2023 
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Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.9 diketahui pada 

tahun 2020-2022 tidak ditemukan pinjaman yang bermasalah pada 

KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong sehingga dari 

perbandingan tersebut memperoleh rasio 0% selama 3 tahun. 

Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap 
Pinjaman Diberikan 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 0% 100 5% 5 

2021 0% 100 5% 5 

2022 0% 100 5% 5 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.10 

diketahui dari rasio 0% memperoleh nilai maksimal 100 dengan skor 5, 

dengan begitu dapat dikatakan bahwa risiko pinjaman bermasalah 

terhadap pinjaman yang diberikan oleh KPRI Warga Depdikbud 

Kabupateb Tabalong tidak ada sama sekali. 

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah 

merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kualitas 

cadangan risiko dalam mengatasi pinjaman yang bermasalah. Dana 

cadangan risiko ditambah dengan dana akumulasi penyusutan 

pinjaman atau penyisihan penghapusan aktiva produktif, rumus dari 

perhitungan rasio ini adalah: 

Cadangan risiko

Pinjaman bermasalah
 𝑋 100% 

Berikut ini perhitungan dari rasio cadangan risiko terhadap pinjaman 

bermasalah: 
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Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap 
Pinjaman Bermasalah 

Tahun Cadangan Risiko (Rp) 
Pinjaman 

Bermasalah (Rp) 
Rasio (%) 

2020 84.156.127 0 ∞ 

2021 125.621.434 0 ∞ 

2022 170.655.540 0 ∞ 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.11 diketahui pada 

tahun 2020-2022 dana cadangan risiko selalu bertambah setiap 

tahunnya namun tidak ada pinjaman yang bermasalah sehingga dari 

3 tahun tersebut memperoleh rasio tidak terbatas yang berada pada 

rentang 91%-100%, kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Penskoran Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman 
Bermasalah 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 ∞ 100 5% 5 

2021 ∞ 100 5% 5 

2022 ∞ 100 5% 5 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 

4.12 dari rasio yang tidak terbatas memperoleh nilai 100 dengan skor 

5 yang mana pada nilai tersebut merupakan nilai maksimal pada 

rasio ini, nilai sempurna tersebut diperoleh karena jumlah pinjaman 

bermasalah yang tidak ada pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong, hal ini membuktikan bahwa dalam 3 tahun berturut-turut 

koperasi memiliki dana cadangan yang mampu menutupi pinjaman 

yang bermasalah jika pada tahun selanjutnya ditemukan pinjaman 

yang bermasalah. 

d. Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang 

Diberikan 
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Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang 

diberikan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui besarnya 

pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, pinjaman 

berisiko merupakan pinjaman yang tidak memiliki agunan. Rumus dari 

rasio ini sebagai berikut: 

Pinjaman yang berisiko

Pinjaman yang diberikan
 𝑋 100% 

Perhitungan dari rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman 

yang diberikan sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Berisiko 
Terhadap Pinjaman Yang Diberikan 

Tahun 
Pinjaman yang 
berisiko (Rp) 

Pinjaman yg 
diberikan (Rp) 

Rasio (%) 

2020 0 9.210.259.689 0 

2021 0 9.891.131.029 0 

2022 0 9.496.795.297 0 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.13 selama tahun 

2020-2022 tidak ada pinjaman yang berisiko dikarenakan pada KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong yang menjadi agunan 

peminjam adalah simpanan anggota dan asuransi pada saat 

pencairan pinjaman, sehingga pada tahun 2020-2022 memperoleh 

rasio 0% secara berturut-turut yang berada pada rentang <21%, 

kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Penskoran Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap 
Pinjaman Yang Diberikan 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 0% 100 5% 5 

2021 0% 100 5% 5 

2022 0% 100 5% 5 

 Sumber: Data diolah, 2023 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.14 

dari rasio 0% pada tahun 2020-2022 memperoleh nilai 100 dengan 

skor 5 yang merupakan nilai maksimal pada rasio ini sehingga dapat 

dikatakan pinjaman yang berisiko selama 3 tahun berturut-turut 

tercatat tidak ada. 

3. Penilaian Aspek Manajemen 

Penilaian pada aspek manajemen dilakukan dengan wawancara 

kepada manajer KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong yang 

didasarkan pada 5 komponen, yaitu: manajemen umum, manajemen 

kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan 

manajemen likuiditas, penilaian pada aspek ini bertujuan untuk 

mengetahui peran dari pihak manajemen KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan koperasi sehingga operasional 

dari koperasi berjalan dengan lancar, daftar pertanyaan pada aspek ini 

berjumlah total 38 yang terbagi pada 5 komponen, yaitu: 12 pertanyaan 

manajemen umum, 6 pertanyaan manajemen kelembagaan, 5 

pertanyaan manajemen permodalan, 10 pertanyaan manajemen aktiva 

dan 5 pertanyaan manajemen likuiditas. Hasil wawancara pada aspek ini 

dapat dilihat pada lampiran 8. 

a. Manajemen Umum 

Penilaian pada manajemen umum bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong dalam pengelolaan kegiatan koperasi, terdapat 12 daftar 

pertanyaan pada manajemen umum dengan masing-masing jawaban 
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ya bernilai 0,25 dengan total skor maksimal 3, berikut hasil penilaian 

pada komponen manajemen: 

Tabel 4.15 Penskoran Manajemen Umum 

Tahun Jumlah Jawaban “Ya” Nilai Skor 

2020 10 0,25 2,5 

2021 10 0,25 2,5 

2022 10 0,25 2,5 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 

4.15 selama tahun 2020-2022 diperoleh 10 jawaban ya dari total 12 

pertanyaan sehingga memperoleh skor 2,5 setiap tahunnya. 

b. Manajemen Kelembagaan 

Manajemen kelembagaan adalah penilaian yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sistem kerja, 

terdapat 6 pertanyaan pada manajemen kelembagaan dengan 

masing-masing jawaban ya bernilai 0,5 dengan skor maksimal 3, 

berikut hasil penilaian manajemen kelembagaan: 

Tabel 4.16 Penskoran Manajemen Kelembagaan 

Tahun Jumlah Jawaban “Ya” Nilai Skor 

2020 6 0,50 3 

2021 6 0,50 3 

2022 6 0,50 3 

 Sumber: Data diolah, 2023  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.16 

diketahui pada tahun 2020-2022 diperoleh jawaban ya sebanyak 6 

dari total pertanyaan 6 sehingga dari manajemen kelembagaan 

memperoleh skor maksimal yaitu 3. 
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c. Manajemen Permodalan 

Penilaian manajemen permodalan adalah penilaian yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan modal koperasi, terdapat 5 

pertanyaan pada manajemen permodalan dengan nilai masing-

masing jawaban ya sebesar 0,6 dan skor maksimal 3, berikut hasil 

penilaian dari komponen manajemen permodalan: 

Tabel 4.17 Penskoran Manajemen Permodalan 

Tahun Jumlah Jawaban “Ya” Nilai Skor 

2020 2 0,60 1,2 

2021 2 0,60 1,2 

2022 2 0,60 1,2 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.17 

diketahui pada tahun 2020-2022 diperoleh 2 jawaban ya dari 5 

pertanyaan sehingga memperoleh skor 1,2. 

d. Manajemen Aktiva 

Penilaian manajemen aktiva bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam 

pengeloaan pinjaman atas aset yang dimiliki koperasi, terdapat 10 

pertanyaan pada manajemen aktiva dengan masing-masing jawaban 

ya bernilai 0,30 dengan skor maksimal 3, berikut hasil perhitungan 

dari manajemen aktiva: 

Tabel 4.18 Penskoran Manajemen Aktiva 

Tahun Jumlah Jawaban “Ya” Nilai Skor 

2020 8 0,30 2,4 

2021 8 0,30 2,4 

2022 8 0,30 2,4 

 Sumber: Data diolah, 2023 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.18 

diketahui pada tahun 2020-2022 diperoleh 8 jawaban ya dari 10 

pertanyaan sehingga memperoleh skor 2,4. 

e. Manajemen Likuiditas 

Penilaian manajemen likuiditas adalah penilaian yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan aset yang dimiliki untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek dari koperasi, terdapat 5 

pertanyaan pada manajemen likuiditas dengan masing-masing 

jawaban ya bernilai 0,60 dengan skor maksimal 3, berikut hasil 

penilaian komponen manajemen likuiditas: 

Tabel 4.19 Penskoran Manajemen Likuiditas 

Tahun Jumlah Jawaban “Ya” Nilai Skor 

2020 3 0,60 1,8 

2021 3 0,60 1,8 

2022 3 0,60 1,8 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.19 

diketahui pada tahun 2020-2022 diperoleh 3 jawaban ya dari 5 

pertanyaan sehingga memperoleh skor 1,8. 

4. Penilaian Aspek Efisiensi 

Penilaian pada aspek efisiensi adalah penilaian yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam mengendalikan 

pengeluaran biaya operasionalnya, semakin kecil pengeluaran untuk 

operasional terhadap pendapatan maka dapat dikatakan efisiensi pada 

KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong baik, penilaian pada aspek 

efisiensi didasarkan pada 3 rasio, yaitu: rasio bebab operasi anggota 
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terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan 

rasio efisiensi pelayanan. 

a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto 

Tujuan penilaian rasio ini untuk mengetahui besarnya beban 

operasi anggota yang dikeluarkan dalam memperoleh partisipasi 

bruto, rumus rasio ini sebagai berikut: 

Beban Operasi Anggota

Partisipasi Bruto
 𝑋 100% 

Berikut hasil perhitungan dari rasio beban operasi anggota terhadap 

partisipasi bruto: 

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota 
Terhadap Partisipasi Bruto 

Tahun 
Beban Operasi 
Anggota (Rp) 

Partisipas Bruto (Rp) Rasio (%) 

2020 15.800.000 1.458.284.251 1,08 

2021 9.050.000 1.296.815.965 0,70 

2022 12.575.000 1.215.100.178 1,03 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tahun 2020-2022 yang 

bisa dilihat pada tabel 4.20 diketahui beban operasi anggota pada 

tahun 2021 mengalami penurunan kemudian naik kembali pada tahun 

2022 namun tidak melebihi tahun 2020, kemudian partisipasi bruto 

setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga dari perbandingan 

tersebut diperoleh rasio pada tahun 2020 sebesar 1,08% dan turun 

pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,70% kemudian mengalami 

kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar 1,03% dari rasio tersebut 

berada pada rentang <90% kemudian dilakukan penskoran sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.21 Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap 
Partisipasi Bruto 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 1,08% 100 4% 4 

2021 0,70% 100 4% 4 

2022 1,03% 100 4% 4 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.21 

pada tahun 2020-2022 memperoleh nilai yang sama yaitu 100 dengan 

skor 4 yang merupakan nilai maksimal pada rasio ini, dari hal tersebut 

dapat diketahui bahwa KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

mampu memberikan efisiensi pelayanan yang baik kepada 

anggotanya, partisipasi bruto yang tinggi diperoleh dari besarnya 

kontribusi anggota terhadap koperasi dalam meningkatkan perolehan 

SHU. 

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor 

Penilaian rasio beban usaha terhadap SHU kotor merupakan 

penilaian yang tujuannya untuk mengetahui besarnya beban usaha 

yang dikeluarkan koperasi dalam memperoleh SHU kotor, rumus rasio 

ini sebagai berikut: 

Beban Usaha

SHU Kotor
 𝑋 100% 

Berikut adalah hasil perhitungan dari rasio beban usaha terhadap 

SHU kotor: 

Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU 
Kotor 

Tahun Beban Usaha (Rp) SHU Kotor (Rp) Rasio (%) 

2020 766.241.210 1.509.908.852 50,75 

2021 736.211.791 1.371.762.027 53,67 

2022 765.301.277 1.226.720.650 62,39 

 Sumber: Data diolah, 2023 
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Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.22 diketahui 

rasio pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan, rasio pada tahun 

2020 sebesar 50,75% dan pada tahun 2021 sebesar 53,67% 

kemudian pada tahun 2022 sebesar 62,39% dari rasio tersebut 

berada pada rentang 40%-60% pada tahun 2020 dan 2021, 

kemudian berada pada rentang 60%-80% pada tahun 2022. 

Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Penskoran Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 50,75% 75 4% 3 

2021 53,67% 75 4% 3 

2022 62,39% 50 4% 2 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.23 

diketahui rasio dari tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan, yang 

mana kenaikan rasio tersebut berdampak pada skor penilaian yang 

semakin turun, pada tahun 2020-2021 memperoleh nilai 75 dengan 

skor 3 dan pada tahun 2022 memperoleh nilai 50 dengan skor 2. 

Penurunan skor tersebut memberikan hasil bahwa KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong kurang berhasil dalam 

melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang efisien dengan beban 

usaha yang rendah untuk menghasilkan sisa hasil usaha yang tinggi 

dari tahun ke tahun. 

c. Rasio Efisiensi Pelayanan 

Penilaian pada rasio efisiensi pelayanan bertujuan untuk 

mengetahui besarnya biaya karyawan yang dikeluarkan oleh KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya, rumus dari rasio ini sebagai berikut: 
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𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛

Volume Pinjaman
 𝑋 100% 

Berikut ini hasil perhitungan penilaian rasio efisiensi pelayanan: 

Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan 

Tahun Biaya Karyawan (Rp) Volume Pinjaman (Rp) Rasio (%) 

2020 203.525.000 9.210.259.689 2,21 

2021 200.525.000 9.891.131.029 2,03 

2022 201.515.000 9.496.795.297 2,12 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.24 diketahui rasio 

pada tahun 2020-2022 memperoleh rasio pada tahun 2020 sebesar 

2,21% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2,03% 

kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 2,12% dari 

rasio tersebut berada pada rentang <5%. Kemudian dilakukan 

penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.25 Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 2,21% 100 2% 2 

2021 2,03% 100 2% 2 

2022 2,12% 100 2% 2 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.25 

diperoleh nilai yang sama selama tahun 2020-2022 yaitu 100 dengan 

skor 2 sehingga memperoleh nilai maksimal pada rasio ini, hal 

tersebut menunjukkan bahwa KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong dapat memberikan pelayanan yang efisien kepada 

anggotanya. 

5. Penilaian Aspek Likuiditas 

Penilaian pada aspek likuiditas bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, 
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penilaian pada aspek ini didasarkan pada 2 rasio, yaitu: rasio kas dan 

rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. 

a. Rasio Kas 

Penilaian pada rasio kas bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan koperasi dalam membayar hutang jangka pendeknya 

dengan menggunakan kas yang dimiliki, rumus dari rasio ini adalah: 

𝐾𝑎𝑠 + 𝐵𝑎𝑛𝑘

Kewajiban Lancar
 𝑋 100% 

Hasil dari perhitungan rasio kas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Rasio Kas 

Tahun Kas dan Bank (Rp) Kewajiban Lancar (Rp) Rasio (%) 

2020 5.154.153.838 2.072.972.457 248,64 

2021 5.250.205.694 2.002.069.495 262,24 

2022 6.038.535.331 2.346.978.315 257,29 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.26 diketahui pada tahun 

2020-2022 memperoleh rasio pada tahun 2020 sebesar 248,64% dan 

pada tahun 2021 sebesar 262,24% kemudian pada tahun 2022 

sebesar 257,29% dari persentasi rasio tersebut diketahui pada tahun 

2020-2021 mengalami kenaikan rasio kemudian pada tahun 2022 

rasio tersebut menurun, dari rasio tersebut berada pada rentang 

>20%. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.27 Penskoran Rasio Kas 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 248,64% 25 10% 2,5 

2021 262,24% 25 10% 2,5 

2022 257,29% 25 10% 2,5 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.27 

dari besarnya rasio selama tahun 2020-2022 diperoleh nilai 25 

dengan skor 2,5 dari tingginya persentasi rasio dari tahun ke tahun 
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menyebabkan dampak buruk bagi penilaian kesehatan keuangan 

karena untuk mendapatkan nilai maksimal rasio kas harus berada 

pada rentang >10% - 15% dengan skor 100, tingginya persentasi 

rasio yang diperoleh dari setiap tahunnya dikarenakan kondisi 

koperasi yang over liquid sehingga menyebabkan adanya idle fund. 

b. Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima 

Penilaian rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang 

diterima adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan koperasi 

dalam memberikan pinjaman bagi anggota dengan menggunakan 

dana yang diterima, rumus dari rasio ini sebagai berikut: 

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

Dana yang diterima
 𝑋 100% 

Hasil perhitungan dari rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana 

yang diterima sebagai berikut: 

Tabel 4.28 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan 
Terhadap Dana Yang Diterima 

Tahun 
Pinjaman Yang 
Diberikan (Rp) 

Dana Yang Diterima (Rp) Rasio (%) 

2020 9.210.259.689 15.870.282.320 58,03 

2021 9.891.131.029 16.788.911.620 58,91 

2022 9.496.795.297 17.014.180.646 55,82 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan dari rasio pada tabel 4.28 diketahui 

pada tahun 2020-2022 pinjaman yang diberikan lebih kecil dari dana 

yang diterima setiap tahunnya, sehingga dari perbandingan tersebut 

memperoleh rasio sebesar 58,03%, 58,91%, 55,82% secara 

berurutan, dari rasio tersebut berada pada rentang <60%. Kemudian 

dilakukan penskoran sebagai berikut: 
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Tabel 4.29 Penskoran Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap 
Dana Yang Diterima 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 58,03% 25 5% 1,25 

2021 58,91% 25 5% 1,25 

2022 55,82% 25 5% 1,25 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.29 

diketahui dari tahun 2020-2022 diperoleh nilai yang sama yaitu 25 

dengan skor 1,25 yang merupakan nilai terendah pada rasio ini 

dikarenakan dana yang diterima KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong sangat besar dari jumlah pinjaman yang diberikan, diketahui 

banyaknya dana yang diterima bersumber dari simpanan sukarena 

anggota setiap bulannya, untuk meningkatkan skor pada rasio ini 

adalah dengan meningkatkan pinjaman yang diberikan kepada 

anggota sehingga dapat memperoleh rentang rasio dengan skor 

maksimal yaitu pada rasio 80% - < 90%. 

6. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

Penilaian pada aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan 

penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam memperoleh laba dalam 

pelayanan operasional, perhitungan dari aspek ini didasarkan pada 3 

rasio, yaitu: rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri, kemandirian 

operasional pelayanan  

a. Rentabilitas Aset 

Rasio rentabilitas aset merupakan penilaian yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memperoleh SHU 
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dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki, rumus dari rasio ini 

sebagai berikut: 

𝑆𝐻𝑈 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Total Aset
 𝑋 100% 

Berikut hasil perhitungan dari rasio rentabilitas aset: 

Tabel 4.30 Hasil Perhitungan Rentabilitas Aset 

Tahun SHU Sebelum Pajak (Rp) Total Aset (Rp) Rasio (%) 

2020 713.872.042 16.599.052.162 4,30 

2021 635.550.236 17.410.422.899 3,65 

2022 461.519.373 17.462.754.619 2,64 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.30 diketahui SHU dari 

tahun 2020-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya yang 

berbanding terbalik terhadap total aset yang setiap tahunnya 

mengalami kenaikan sehingga memperoleh rasio sebesar 4,30%, 

3,65%, 2,64% secara berurutan yang berada pada rentang rasio <5%. 

Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.31 Penskoran Rentabilitas Aset 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 4,30% 25 3% 0,75 

2021 3,65% 25 3% 0,75 

2022 2,64% 25 3% 0,75 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.31 

diketahui rasio pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan 

dikarenakan sisa hasil usaha terhadap total aset pada KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong mengalami penurunan, dengan 

semakin rendahnya rasio yang diperoleh menunjukkan rentabilitas 

yang kurang baik sehingga memperoleh nilai terendah yaitu 25 

dengan skor 0,75. Solusi untuk meningkatkan rentabilitas salah 
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satunya dengan meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan untuk 

anggota koperasi. 

b. Rentabilitas Modal Sendiri 

Penilaian rentabilitas modal sendiri merupakan penilaian yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memberikan 

imbalan jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam 

menambahkan dana kepada koperasi, rumus dari rasio ini adalah: 

𝑆𝐻𝑈 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

Total Modal Sendiri
 𝑋 100% 

Berikut hasil perhitungan dari rasio rentabilitas modal sendiri: 

Tabel 4.32 Hasil Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri 

Tahun 
SHU Bagian 
Anggota (Rp) 

Total Modal Sendiri (Rp) Rasio (%) 

2020 473.700.397 11.294.342.087 4,19 

2021 403.982.330 11.758.369.702 3,44 

2022 291.573.083 11.544.097.271 2,53 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.32 diketahui pada 

tahun 2020-2022 diperoleh rasio sebesar 4,19%, 3,44%, 2,53% 

secara berurutan dan mengalami penurunan setiap tahunnya, 

diketahui rasio pada tahun 2020 berada pada rentang ≤4% X <5% 

pada tahun 2021 berada pada rentang ≤3% X <4% kemudian pada 

tahun 2022 berada pada rentang <3%. Kemudian dilakukan 

penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.33 Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 4,19% 75 3% 2,25 

2021 3,44% 50 3% 1,50 

2022 2,53% 25 3% 0,75 

 Sumber: Data diolah, 2023 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.33 

diketahui dari tahun 2020-2022 memperoleh nilai pada tahun 2020 

sebesar 75 skor 2,25 pada tahun 2021 dengan nilai 50 skor 1,50 

kemudian pada tahun 2022 dengan nilai 25 skor 0,75. Penurunan 

nilai pada rasio ini menunjukkan kondisi rentabilitas yang kurang baik, 

sehingga sehingga diharapkan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong dapat meningkatkan penggunaan modal untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih besar. 

c. Kemandirian Operasional Pelayanan 

Penilaian kemandirian operasional pelayanan bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memberikan 

pelayanan operasional kepada anggota, rumus dari rasio ini adalah: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑁𝑒𝑡𝑜

Beban Usaha + Beban Perkoperasian
 𝑋 100% 

Berikut hasil perhitungan dari rasio kemandirian operasional 

pelayanan: 

Tabel 4.34 Hasil Perhitungan Kemandirian Operasional Pelayanan 

Tahun Partisipas Neto (Rp) 
Beban Usaha + Beban 

Perkopersian (Rp) 
Rasio (%) 

2020 1.442.484.251 766.241.210 188,25 

2021 1.287.765.965 736.211.791 174,92 

2022 1.202.525.178 765.301.277 157,13 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan pada rasio 4.34 diketahui rasio dari 

tahun 2020-2022 mengalami penurunan yaitu 188,25% pada tahun 

2020, 174,92% pada tahun 2021, dan 157,13% pada tahun 2022, 

namun masih berada pada rentang rasio >100%. Kemudian dilakukan 

penskoran sebagai berikut: 
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Tabel 4.35 Penskoran Kemandirian Operasional Pelayanan 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 188,25% 100 4% 4 

2021 174,92% 100 4% 4 

2022 157,13% 100 4% 4 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.35 

diketahui nilai dari tahun 2020-2022 sama yaitu 100 dengan skor 4 

yang merupakan nilai maksimal pada rasio ini. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada rasio kemandirian operasional pelayanan memiliki 

kualitas yang maksimal karena beban usaha dan beban 

perkoperasian yang dikeluarkan sangat efisien dibandingkan dengan 

partisipasi neto yang tinggi, dengan begitu dapat dikatakan bahwa 

KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam hal pelayanan 

tergolong sangat baik. 

7. Penilaian Aspek Jatidiri Koperasi 

Penilaian pada aspek jatidiri koperasi adalah penilaian yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam mencapai 

tujuannya yaitu mempromosikan anggota, penilaian jatidiri koperasi 

didasarkan pada 2 rasio, yaitu: rasio partisipasi bruto dan rasio promosi 

ekonomi anggota 

a. Rasio Partisipasi Bruto 

Penilaian rasio partisipasi bruto bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan koperasi dalam melayani anggota, partisipasi bruto 

adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan 

penyerahan jasa kepada anggota yang mencakup beban pokok dan 

partisipasi bruto, rumus dari rasio ini adalah: 
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𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑝𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

Partisipasi bruto + Pendapatan
 𝑋 100% 

Berikut hasil perhitungan dari rasio partisipasi bruto: 

Tabel 4.36 Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto 

Tahun Partisipas Bruto (Rp) 
Partisipasi Bruto + 
Pendapatan (Rp) 

Rasio (%) 

2020 1.458.284.251 1.525.708.852 95,58 

2021 1.296.815.965 1.380.812.027 93,92 

2022 1.215.100.178 1.456.654.900 83,42 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.36 diketahui angka 

partisipasi bruto dan partisipasi bruto ditambah pendapatan tidak jauh 

berbeda, dari perbandingan itu diperoleh rasio dari tahun 2020-2022 

mengalami penurunan pada tahun 2020 diperoleh persentasi rasio 

sebesar 95,58% dan pada tahun 2021 sebesar 93,92% kemudian 

pada tahun 2022 sebesar 83,42% meskipun mengalami penurunan 

namun rasio tersebut masih berada pada rentang >75%. Kemudian 

dilakukan penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.37 Penskoran Rasio Partisipasi Bruto 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 95,58% 100 7% 7 

2021 93,92% 100 7% 7 

2022 83,42% 100 7% 7 

 Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.37 

diketahui nilai dari tahun 2020-2022 yaitu 100 dengan skor 7 yang 

merupakan nilai maksimal pada rasio ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong mampu melayani 

anggotanya dengan baik. 
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b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota 

Penilaian rasio promosi ekonomi anggota adalah penilaian 

yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam 

memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya 

koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, rumus dari 

rasio ini adalah: 

𝑃𝐸𝐴

Simpanan Pokok + Simpanan Wajib
 𝑋 100% 

Berikut ini adalah hasil perhitungan dari rasio promosi ekonomi 

anggota: 

Tabel 4.38 Hasil Perhitungan Rasio Prmosi Ekonomi Anggota 

Tahun PEA (Rp) Simpanan Pokok + 
Simpanan Wajib (Rp) 

Rasio (%) 

2020 473.700.397 9.585.687.500 4,94 

2021 403.982.331 10.042.992.009 4,02 

2022 291.573.082 9.896.359.000 2,95 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.38 diketahui 

angka PEA sangat kecil dibandingkan simpanan pokok ditambah 

simpanan wajib, diketahui angka PEA hanya diperoleh dari SHU bagi 

anggota karena pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

tidak melakukan perhitungan laporan promosi ekonomi anggota, 

sehingga rasio yang diperoleh pada tahun 2020-2022 sebesar 4,94%, 

4,02%, 2,95% secara berurutan, dari rasio tersebut berada pada 

rentang <5%. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut: 

Tabel 4.39 Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota 

Tahun Rasio Nilai Bobot Skor 

2020 4,94% 0 3% 0 

2021 4,02% 0 3% 0 

2022 2,95% 0 3% 0 

 Sumber: Data diolah, 2023 



78 
 

 
 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.37 

diketahui dari rasio pada tahun 2020-2022 memperoleh nilai yang 

sama yaitu 0 dengan skor 0 yang merupakan nilai terendah pada 

rasio promosi ekonomi anggota, solusi yang dapat dilakukan KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan rasio 

promosi ekonomi anggota adalah melakukan perhitungan Manfaat 

Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan MEPPP dengan tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga penilaian pada 

rasio promosi ekonomi anggota pada tahun selanjutnya dapat lebih 

baik lagi. 

 

Berdasarkan skor penilaian kesehatan yang telah dihitung pada 7 

aspek penilaian kesehatan, yang meliputi aspek permodalan, aspek kualitas 

aktiva produktif, aspek manajemem, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek 

kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi, maka dapat 

digunakan untuk mengetahui kriteria kesehatan KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang meliputi 

predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan 

khusus. Rangkuman dari penilaian skor untuk menetapkan kesehatan KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 2020-2022 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.40 Rangkuman Skor Penilaian Kesehatan KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022  

No Aspek yang Dinilai 
Tahun 

2020 2021 2022 

1. Permodalan 12 12 12 

 a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total 
Aset 

3 3 3 

 b. Rasio Modal Sendiri terhadap 
Pinjaman Diberikan Yang Berisiko 

6 6 6 

 c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 3 3 3 

2. Kualitas Aktiva Produktif 20 20 20 

 a. Rasio Volume Pinjaman Pada 
Anggota terhadap Volume Pinjaman 
Diberikan 

5 5 5 

 b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah 
Terhadap Pinjaman Yang Diberikan 

5 5 5 

 c. Rasio Cadangan Risiko terhadap 
Pinjaman Bermasalah 

5 5 5 

 d. Rasio Pinjaman Yang Berisiko 
terhadap Pinjaman Yang Diberikan 

5 5 5 

3. Manajemen 10,9 10,9 10,9 

 a. Manajemen Umum 2,5 2,5 2,5 

 b. Manajemen Kelembagaan 3 3 3 

 c. Manajemen Permodalan 1,2 1,2 1,2 

 d. Manajemen Aktiva 2,4 2,4 2,4 

 e. Manajemen Likuiditas 1,8 1,8 1,8 

4. Efisiensi 9 9 8 

 a. Rasio Beban Operasi Anggota 
terhadap Partisipasi Bruto 

4 4 4 

 b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU 
Kotor 

3 3 2 

 c. Rasio Efisiensi Pelayanan 2 2 2 

5.  Likuiditas 3,8 3,8 3,8 

 a. Rasio Kas 2,5 2,5 2,5 

 b. Rasio Pinjaman Yang Diberikan 
terhadap Dana Yang Diterima 

1,3 1,3 1,3 

6. Kemandirian dan Pertumbuhan 7 6,3 5,5 

 a. Rentabilitas Aset 0,8 0,8 0,8 

 b. Rentabilitas Modal Sendiri 2,3 1,5 0,8 

 c. Kemandirian Operasional Pelayanan 4 4 4 

7. Jatidiri Koperasi 7 7 7 

 a. Rasio Partisipasi Bruto 7 7 7 

 b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota 0 0 0 

Skor Akhir 69,65 68,90 67,2 

Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi 
Cukup 
Sehat 

Cukup 
Sehat 

Cukup 
Sehat 

Sumber: Data diolah, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.40 rangkuman penilaian kesehatan KPRI 

Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 2020-2022 diatas 

menjelaskan bahwa tingkat kesehatan koperasi memiliki predikat 

“Cukup Sehat”, namun pada setiap tahunnya skor akhir mengalami 

penurunan tetapi tidak mempengaruhi predikat kesehatan koperasi 

karena masih berada pada rentang nilai 66-80, kenaikan dan 

penurunan pada semua aspek penilaian dapat dilihat dari grafik 

berikut: 

Gambar 4.1 Skor 7 Aspek Penilaian Kesehatan KPRI 
Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022 

 

Sumber: Data diolah, 2023 

Grafik diatas menunjukkan bawah dari ke 7 aspek penilaian 

kesehatan yang mampu mempertahankan hasil skor dari tahun 2020-

2022 ada 5 aspek yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva 

produktif, aspek manajemen, aspek likuiditas, dan aspek jatidiri 

koperasi, sedangkan kedua aspek lainnya yaitu: aspek efisiensi, dan 
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aspek kemandirian dan pertumbuhan pada tahun 2020-2022 

mengalami penurunan hasil skor yang dipengaruhi oleh tidak 

stabilnya hasil rasio yang ada dari aspek tersebut. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang berisi penilaian kesehatan 

KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 2020-2022 yang 

meliputi ketujuh aspek penilaian yang meliputi aspek permodalan, aspek 

kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek 

likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri 

koperasi yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan 

keuangan pada tahun 2020-2022 sebagai berikut: 

1. Aspek Permodalan 

Penilaian aspek permodalan KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara melakukan perhitungan 

dan penskoran terhadap 3 rasio, diantaranya adalah rasio modal 

sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman 

diberikan yang berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri. 

Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 aspek permodalan 

diperoleh skor 12 setiap tahunnya, dimana menurut Perdep KUKM No. 

06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimalnya yaitu 15. Artinya skor 

permodalan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong masih 

belum maksimal namun tergolong stabil karena selama 3 tahun 

berturut-turut dapat mempertahankan skornya sehingga jika 
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dipersentasikan skor tersebut memperoleh angka 80% dan tergolong 

sehat. 

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara melakukan 

perhitungan dan penskoran terhadap 4 rasio, diantaranya rasio volume 

pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio 

risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio 

cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman 

yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. 

Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 aspek kualitas aktiva 

produktif diperoleh skor 20 setiap tahunnya, dimana menurut Perdep 

KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimalnya yaitu 20. Artinya 

skor kualitas aktiva produktif KPRI Warga Depdikbud masih belum 

maksimal namun tergolong stabil karena selama 3 tahun berturut-turut 

dapat mempertahankan skornya sehingga jika dipersentasikan skor 

tersebut memperoleh angka 80% dan tergolong sehat. 

3. Aspek Manajemen 

Penilaian aspek manajemen KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara perhitungan dan 

penskoran yang bersumber dari hasil wawancara sesuai Perdep 

KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 terhadap 5 komponen yaitu 

manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen 

permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. 
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Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 aspek manajemen 

diperoleh skor 10,9 setiap tahunnya, dimana menurut Perdep KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimalnya yaitu 15. Artinya skor 

manajemen KPRI Warga Depdikbud masih belum maksimal namun 

tergolong stabil karena selama 3 tahun berturut-turut dapat 

mempertahankan skornya sehingga jika dipersentasikan skor tersebut 

memperoleh angka 72,62% dan tergolong  cukup sehat. 

4. Aspek Efisiensi 

Penilaian aspek efisiensi KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong dilakukan dengan cara perhitungan dan penskoran terhadap 

3 rasio diantaranya adalah rasio beban operasi anggota terhadap 

partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio 

efisiensi pelayanan. 

Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa aspek efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 

memperoleh skor yang sama yaitu 9 kemudian mengalami penuruan 

pada tahun 2022 dengan skor 8, dimana menurut Perdep KUKM No. 

06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimalnya yaitu 10. Artinya skor efisiensi 

KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong hampir sempurna pada 

tahun 2020-2021 namun mengalami penururan ditahun berikutnya, 

sehingga jika dipersentasikan skor tersebut memperoleh angka 90% 

pada tahun 2020-2021 tergolong sehat dan memperoleh angka 80% 

pada tahun 2022 tergolong sehat. 
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5. Aspek Likuiditas 

Penilaian aspek likuiditas KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong dilakukan dengan cara perhitungan dan penskoran terhadap 

2 rasio yaitu rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap 

dana yang diterima. 

Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwaa aspek likuiditas pada tahun 2020-2022 

memperoleh skor sama yaitu 3,8 dari skor maksimal 15 pada Perdep 

KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. Artinya skor likuditas KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong sangat rendah dikarenakan terjadinya 

pengendapan dana, sehingga jika dipersentasikan skor tersebut 

memperoleh angka 25,33% dan tergolong dalam pengawasan khusus. 

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

Penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara melakukan 

perhitungan dan penskoran terhadap 3 rasio yaitu rasio rentabilitas 

aset, rasio rentabilitas modal sendiri dan rasio kemandirian operasional 

pelayanan. 

Hasil perhitungan dan penskoran aspek kemandirian dan 

pertumbuhan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada 

tahun 2020 memperoleh skor 7, pada tahun 2021 memperoleh skor 

6,3 dan pada tahun 2022 memperoleh skor 5,5. Menurut Perdep 

KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimal pada aspek 

kemandirian dan pertumbuhan adalah 10. Diketahui setiap tahunnya 

skor kemandirian dan pertumbuhan KPRI Warga Depdikbud 
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Kabupaten Tabalong mengalami penurunan, sehingga jika 

dipersentasikan skor tersebut memperoleh angka 70% pada tahun 

2020 dengan predikat cukup sehat, 63% pada tahun 2021 dengan 

predikat cukup sehat dan 55% pada tahun 2022 dengan predikat 

dalam pengawasan. 

7. Aspek Jatidiri Koperasi 

Penilaian aspek jatidiri KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong dilakukan dengan cara perhitungan dan penskoran terhadap 

2 rasio yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi 

anggota. 

Hasil perhitungan dan penskoran aspek jatidiri KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022 memperoleh 

skor sama yaitu 7 dari skor maksimal 10 menurut Perdep KUKM No. 

06/Per/Dep.6/IV/2016. Sehingga jika dilakukan persentasi pada skor 

tersebut memperoleh angka 70% dengan predikat cukup sehat. 

 

Berdasarkan pembahasan diatas diketahui pada tahun 2020 

diperoleh total skor akhir sebesar 69,65 dengan kategori predikat “Cukup 

Sehat” dan pada tahun 2021 diperoleh skor akhir sebesar 68,90 dengan 

kategori predikat “Cukup Sehat” kemudian pada tahun 2022 diperoleh 

skor akhir sebesar 67,2 dengan kategori predikat “Cukup Sehat”. Jadi, 

perkembangan kesehatan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong masih belum stabil karena setiap tahunnya ada beberapa aspek 

penilaian yang mengalami penurunan skor, namun KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong masih bisa mempertahankan kondisi 
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keuangannya yaitu selama tiga tahun berturut-turut memiliki predikat 

“Cukup Sehat”. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada: 

1. Aspek permodalan dengan besarnya modal koperasi yang dapat 

memenuhi kebutuhan operasionalnya sehingga berjalan dengan lancar. 

2. Aspek kualitas aktiva produktif dengan kemampuan koperasi dalam 

memberikan pinjaman dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak ada 

pinjaman yang bermasalah dan pinjaman yang berisiko yang dikeluarkan 

oleh koperasi. 

3. Aspek efisiensi dengan kemampuan koperasi dalam melakukan 

pengeluaran biaya operasional yang baik dalam mencapai tujuannya. 

4. Aspek likuiditas KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong masih 

belum mampu menyeimbangkan antara kas dan bank dengan kewajiban 

lancarnya dari tahun ke tahun karena besarnya modal koperasi terhadap 

kewajiban yang mengakibatkan pengendapan dana yang bersumber dari 

simpanan anggota. 

5. Aspek kemandirian dan pertumbuhan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong masih belum mampu meningkatkan SHU nya dari tahun ke 

tahun dikarenakan jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota 

sempat mengalami penurunan, juga sempat tidak terjadinya rapat 

anggota tahunan pada tahun 2020 dan 2021 sehingga tidak ada 

pengeluaran biaya rapat anggota tahunan, kemudian pada tahun 2022 

dilakukan rapat anggota tahunan yang menyebabkan keluarnya biaya 
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rapat sehingga untuk sisa hasil usaha mengalami penurunan setiap 

tahunnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

selama tahun 2020-2022 dilihat dari aspek permodalan, aspek 

kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek 

likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri 

koperasi dinyatakan berpedikat cukup sehat. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan KPRI Warga 

Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022 adalah dari 

aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, 

aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan. 

B. Saran 

1. KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong 

a) Diharapkan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dapat 

meningkatkan predikat kesehatannya pada aspek permodalan, 

aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, 

aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek 

jatidiri koperasi sehingga memperoleh predikat sehat. 

b) Aspek likuiditas menjadi aspek dengan bobot skor paling rendah 

pada penilaian kesehatan keuangan tahun 2020-2022 diharapkan 

pengurus dan pengelola KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 

Tabalong dapat memperbaiki predikat tersebut dengan cara 

menyeimbangkan antara kas dan bank terhadap kewajiban lancar. 
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c) Aspek kemandirian dan pertumbuhan mengalami penurunan bobot 

skor setiap tahunnya diharapkan KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong dapat meningkatkan pendapatan sisa hasil 

usaha dengan cara memperbanyak pemberian pinjaman dengan 

anggota sehingga perolehan dari jasa pinjaman anggota dapat 

meningkatkan sisa hasil usaha. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti 

penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntablitas Publik (SAK ETAP) untuk KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong karena pada penilaian tingkat kesehatan 

keuangan koperasi tidak ditemukan laporan promosi ekonomi 

anggota. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Informasi Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di 
Kabupaten Tabalong 

 

Sumber: Diskopukmperindag Kab. Tabalong 2023 



 
 

 
 

Lampiran 2. Data Jumlah Koperasi Primer Sekunder dan Anggotanya Sekalimantan Selatan 
Judul : Jumlah Koperasi Primer Sekunder dan anggotanya

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

Per Tanggal : 24 November 2022

Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Jumlah Koperasi 

Primer (2019) Koperasi Primer (2019) Sekunder (2019) Koperasi Sekunder (2019) Primer (2020) Koperasi Primer (2020) Sekunder (2020)

Kab. Tanah Laut 155                      29,232                         1                        10                                       165                    29,992                        1                         

Kab. Kotabaru 191                      40,483                         -                     -                                     195                    40,611                        -                      

Kab. Banjar 248                      32,262                         1                        1                                         251                    31,313                        -                      

Kab. Barito Kuala 121                      31,703                         2                        2                                         122                    31,887                        -                      

Kab. Tapin 143                      19,238                         3                        3                                         146                    20,422                        -                      

Kab. Hulu Sungai Selatan 172                      19,921                         4                        4                                         163                    19,437                        -                      

Kab. Hulu Sungai Tengah 112                      25,292                         1                        10                                       112                    25,171                        1                         

Kab. Hulu Sungai Utara 125                      11,314                         1                        7                                         126                    11,460                        1                         

Kab. Tabalong 100                      11,246                         -                     -                                     103                    11,615                        -                      

Kab. Tanah Bumbu 371                      431,179                       1                        435                                     377                    43,932                        1                         

Kab. Balangan 107                      8,933                           3                        15                                       107                    8,880                          3                         

Kota Banjarmasin 508                      76,273                         2                        58                                       545                    82,480                        15                       

Kota Banjarbaru 179                      18,654                         1                        16                                       215                    20,359                        2                         

Total 2,532                   755,730                       20                      561                                     2,627                 377,559                      24                       

Lokasi/ Tahun



 
 

 
 

Judul : Jumlah Koperasi Primer Sekunder dan anggotanya

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

Per Tanggal : 24 November 2022

Jumlah Anggota Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Jumlah Koperasi Jumlah Anggota 

Koperasi Sekunder (2020) Primer (2021) Koperasi Primer (2021) Sekunder (2021) Koperasi Sekunder (2021)

Kab. Tanah Laut 10                                            167                        29,564                               1                            10                                          

Kab. Kotabaru -                                          201                        41,556                               -                         -                                         

Kab. Banjar -                                          253                        31,595                               -                         -                                         

Kab. Barito Kuala -                                          121                        31,930                               -                         -                                         

Kab. Tapin -                                          146                        22,033                               -                         -                                         

Kab. Hulu Sungai Selatan -                                          162                        19,402                               -                         -                                         

Kab. Hulu Sungai Tengah 10                                            77                          25,758                               1                            10                                          

Kab. Hulu Sungai Utara 7                                              127                        11,599                               1                            7                                            

Kab. Tabalong -                                          102                        11,507                               -                         -                                         

Kab. Tanah Bumbu 435                                          390                        46,145                               1                            435                                        

Kab. Balangan 15                                            107                        8,664                                 3                            15                                          

Kota Banjarmasin 655                                          570                        83,260                               17                          680                                        

Kota Banjarbaru 41                                            203                        17,400                               2                            15                                          

Total 1,173                                       2,626                     380,413                             25                          1,173                                     

Lokasi/ Tahun

 



 
 

 
 

Lampiran 3. Persentasi Rasio Penilaian Kesehatan Keuangan KPRI 
Warga Depdikbud Tahun 2020-2022 

No Aspek yang Dinilai 
Tahun 

2020 2021 2022 

1. Permodalan 

 a. Rasio Modal Sendiri terhadap 
Total Aset 

68,04% 67,54% 66,11% 

 b. Rasio Modal Sendiri terhadap 
Pinjaman Diberikan Yang Berisiko ∞ ∞ ∞ 

 c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 115,80% 112,99% 116,86% 

2. Kualitas Aktiva Produktif 

 a. Rasio Volume Pinjaman Pada 
Anggota terhadap Volume 
Pinjaman Diberikan 

49,84% 37,96% 41,45% 

 b. Rasio Risiko Pinjaman 
Bermasalah Terhadap Pinjaman 
Yang Diberikan 

0% 0% 0% 

 c. Rasio Cadangan Risiko terhadap 
Pinjaman Bermasalah ∞ ∞ ∞ 

 d. Rasio Pinjaman Yang Berisiko 
terhadap Pinjaman Yang Diberikan 

0% 0% 0% 

3. Manajemen 

 a. Manajemen Umum 2,5% 2,5% 2,5% 

 b. Manajemen Kelembagaan 3% 3% 3% 

 c. Manajemen Permodalan 1,2% 1,2% 1,2% 

 d. Manajemen Aktiva 2,4% 2,4% 2,4% 

 e. Manajemen Likuiditas 1,8% 1,8% 1,8% 

4. Efisiensi 

 a. Rasio Beban Operasi Anggota 
terhadap Partisipasi Bruto 

1,08% 0,70% 1,03% 

 b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU 
Kotor 

50,75% 53,67% 62,39% 

 c. Rasio Efisiensi Pelayanan 2,21% 2,03% 2,12% 

5.  Likuiditas 

 a. Rasio Kas 248,64% 262,24% 257,29% 

 b. Rasio Pinjaman Yang Diberikan 
terhadap Dana Yang Diterima 

58,03% 58,91% 55,82% 

6. Kemandirian dan Pertumbuhan 

 a. Rentabilitas Aset 4,30% 3,65% 2,64% 

 b. Rentabilitas Modal Sendiri 4,19% 3,44% 2,53% 

 c. Kemandirian Operasional 
Pelayanan 

188,25% 174,92% 157,13% 

7. Jatidiri Koperasi 

 a. Rasio Partisipasi Bruto 95,58% 93,92% 83,42% 

 b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota 4,94% 4,02% 2,95% 

Sumber: Data diolah, 2023



 
 

 
 

Lampiran 4. Neraca KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 
2020-2022 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 5. Perhitungan Hasil Usaha KPRI Warga Depdikbud Kabupaten 
Tabalong Tahun 2020-2022 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6. Pembagian Sisa Hasil Usaha KPRI Warga Depdikbud 
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022 

Prosen Uraian Rincian

30% Jasa simpanan anggota 218.630.953                 

35% Jasa usaha anggota 255.069.445                 

10% Cadangan 72.876.984                   

7,5% Dana kesejahteraan pengurus 54.657.738                   

7,5% Dana kesejahteraan karyawan 54.657.738                   

5% Dana sosial 36.438.492                   

2,5% Dana pendidikan 18.219.246                   

2,5% Dana pembangunan daerah kerja 18.219.246                   

728.769.842                 Total

KPRI Warga Depdikbud Kab. Tabalong

Sisa Hasil Usaha Tahun 2020

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 7. Perhitungan Modal Sendiri Tertimbang & Perhitungan ATMR 
KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022 

 

Pehitungan Modal Sendiri Tertimbang USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2020

No Komponen Modal Nilai (Rp) Bobot Risiko (%) Modal Tertimbang

1 EKUITAS :

1. Modal anggota :

a. Simpanan pokok 187.160.000           100 187.160.000              

b. Simpanan wajib 9.398.527.500        100 9.398.527.500          

2. Hibab 8.500.000                100 8.500.000                  

3. Cadangan umum 892.899.204           100 892.899.204              

4. Cadangan tujuan risiko 78.485.541              50 39.242.771                

5. SHU 728.769.842           50 364.384.921              

10.890.714.396       

Komponen Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2020

Bobot Pengakuan

Risiko (%)

1 Kas/Bank 5.154.153.838        0 -                                   

Tabungan dan simpanan 

berjangka

Pinjaman yg diberikan pd

anggota

Pinjaman yg diberikan pd

calon anggota

5 PPAP (5.670.586)               100 (5.670.586)                 

6 Uang Muka Pajak -                                 50 -                                   

Penyertaan pada koperasi

anggota dan pihak lain

8 Aset tetap 146.627.300           70 102.639.110              

9.405.158.846          

7
-                                 

100
-                                   

Jumlah ATMR

3
9.210.259.689        

100
9.210.259.689          

4
-                                 

100
-                                   

2
489.653.166           

20
97.930.633                

Jumlah Modal Terimbang

No Komponen Aset Nilai (Rp) ATMR

 



 
 

 
 

Pehitungan Modal Sendiri Tertimbang USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2021

No Komponen Modal Nilai (Rp) Bobot Risiko (%) Modal Tertimbang

1 EKUITAS :

1. Modal anggota :

a. Simpanan pokok 187.050.000           100 187.050.000              

b. Simpanan wajib 9.855.942.009        100 9.855.942.009          

2. Hibab 8.500.000                100 8.500.000                  

3. Cadangan umum 965.415.566           100 965.415.566              

4. Cadangan tujuan risiko 119.950.848           50 59.975.424                

5. SHU 621.511.279           50 310.755.640              

11.387.638.639       

Komponen Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2021

Bobot Pengakuan

Risiko (%)

1 Kas/Bank 5.250.205.694        0 -                                   

Tabungan dan simpanan 

berjangka

Pinjaman yg diberikan pd

anggota

Pinjaman yg diberikan pd

calon anggota

5 PPAP (5.670.586)               100 (5.670.586)                 

6 Uang Muka Pajak -                                 50 -                                   

Penyertaan pada koperasi

anggota dan pihak lain

8 Aset tetap 134.129.000           70 93.890.300                

10.078.242.201       

7
-                                 

100
-                                   

Jumlah ATMR

3
9.891.131.029        

100
9.891.131.029          

4
-                                 

100
-                                   

2
494.457.288           

20
98.891.458                

Jumlah Modal Terimbang

No Komponen Aset Nilai (Rp) ATMR

 



 
 

 
 

Pehitungan Modal Sendiri Tertimbang USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2022

No Komponen Modal Nilai (Rp) Bobot Risiko (%) Modal Tertimbang

1 EKUITAS :

1. Modal anggota :

a. Simpanan pokok 184.500.000           100 184.500.000              

b. Simpanan wajib 9.711.859.000        100 9.711.859.000          

2. Hibab 8.500.000                100 8.500.000                  

3. Cadangan umum 1.025.879.344        100 1.025.879.344          

4. Cadangan tujuan risiko 164.984.954           50 82.492.477                

5. SHU 448.673.973           50 224.336.987              

11.237.567.808       

Komponen Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2022

Bobot Pengakuan

Risiko (%)

1 Kas/Bank 6.038.535.331        0 -                                   

Tabungan dan simpanan 

berjangka

Pinjaman yg diberikan pd

anggota

Pinjaman yg diberikan pd

calon anggota

5 PPAP (5.670.586)               100 (5.670.586)                 

6 Uang Muka Pajak 50 -                                   

Penyertaan pada koperasi

anggota dan pihak lain

8 Aset tetap 139.359.980           70 97.551.986                

9.616.276.697          

7
-                                 

100
-                                   

Jumlah ATMR

3
9.496.795.297        

100
9.496.795.297          

4
-                                 

100
-                                   

2
138.000.000           

20
27.600.000                

Jumlah Modal Terimbang

No Komponen Aset Nilai (Rp) ATMR



 
 

 
 

Lampiran 8. Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen KPRI Warga 
Depdikbud Kabupaten Tabalong  

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9. Data Hasil Perhitungan Penilaian 
Kesehatan Keuangan KPRI Warga Depdikbud 

Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022 

 

 

 

 


